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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul analisis a/-maslahah al-mursalah Terhadap Peran komisi
pemberantasan korupsi dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Kepala Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi. Hasil penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimanakan peran
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT)
kepala daerah, baik dalam tinjauan teori dalam ilmu hukum, maupun dalam tinjauan
al-maslahah al-mursalah.

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif. Ada tiga
sumber bahan hukum dalam penelitian ini yakni, pertama, bahan hukum primer
sebagai bahan/data utama dalam melakukan penelitian ini. Kedua, bahan hukum
sekunder yang terdiri dari bahan data seperti buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi yang
ada relevansinya dengan penelitian ini. Ketiga bahan hukum tersier yang terdiri dari
data seperti enslikopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dll. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (Zibrary
research). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dianalisis
dengan menggunakan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (statue
approach) dan juga pendekatan konseptual (conceptual approach).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT)
yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki aturan
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Undang-
Undang KPK. Namun, OTT yang dilakukan oleh KPK telah sesuai dengan substansi
dan memenuhi unsur Pasal 1 Angka 19 KUHAP). Dari tinjavan al/-maslahah al-
mursalah, KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), sangat relefan
dengan tujuan syariat (magqasid syariyah) Sehingga dengan dilakukannya OTT oleh
KPK akan berdampak kebaikan bagi masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, mengingat KPK adalah lembaga
independen, serta demi memperkuat lembaga ini perlu adanya rumusan tentang
Operasi Tangkap Tangan(OTT), sehingga legitimasinya kuat dan tidak mudah
dilemahkan oleh pihak-pihak tertentu.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) hal itu secara tegas diatur dalam
konstitusi pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara
memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka.
Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik
maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi
harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Perkembangan tersebut
memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta
fungsi lembagalembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan
tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan
(council), komisi (commission), komite (committee), badan (board), atau otorita
(authority).'

Salah satu lembaga negara baru yang dibentuk pada era reformasi di
Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan hierarki
perundang-undangan, maka landasan yuridis pembentukan dan pemberian wewenang
merupakan ketentuan dari Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan melalui Undang-undang Nomor 19
Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Korupsi, komisi ini pun sah didirikan dan memiliki legitimasi

! Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sekretaris
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 21
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untuk menjalankan tugasnya. Terjadi kekaburan norma tentang kedudukan lembaga
KPK, disini kedudukan KPK sebagai lembaga negara terkesan bersifat
ekstrakonstitusional. Sifat yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun dikhawatirkan dapat menjadikan lembaga ini berkuasa secara absolut
dalam lingkup kerjanya. Terkait hal tersebut diatas, maka perlu diketahui bagaimana
kedudukan kelembagaan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara
bantu (state auxiliary institutions).

Lembaga negara bantu adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya
tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai trias
politica. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga baru ini, antara lain (state
auxiliary institutions atau state auxiliary organs) yang berarti institusi atau organ
negara penunjang, kemudian ada pula yang menyebutnya lembaga negara sampiran,
lembaga negara independen, ataupun komisi Negara.” Dasar pemikiran terbentuknya
lembaga negara bantu adalah karena teori klasik trias politica yang membagi fungsi
kelembagaan menjadi fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif sudah tidak dapat lagi
digunakan untuk menganalisis relasi kekuasaan antar lembaga negara. Di Indonesia,
kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi
dilakukannya perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Mahkamah
Konstitusi menjelaskan bahwa kelahiran lembaga-lembaga negara baru dalam
berbagai bentuk merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi
modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip check and balances.
Maraknya pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru, juga karena tekanan
internal yang di Indonesia berupa kuatnya reformasi politik, hukum, dan sistem

kemasyarakatan secara politis dan hukum telah menyebabkan dekosentrasi

? Rizky Argama, Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), 127.
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kekuasaan negara dan reposisi atau restrukturisasi dalam sistem ketatanegaraan.
Secara eksternal berupa fenomena gerakan arus global pasar bebas, demokratisasi,
dan gerakan hak asasi manusia internasional.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara bantu yang
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan
dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bergantung
kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan perangkat
keanggotaannya. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pimpinan KPK
yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua, yang semuanya merangkap
sebagai anggota, dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh
Presiden. KPK juga memiliki hubungan kedudukan yang khusus dengan kekuasaan
yudikatif, setidaknya untuk jangka waktu hingga dua tahun ke depan karena Pasal 53
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor) yang bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus tindak pidana
korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri dibentuk dengan latar
belakang bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan
hingga sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Keberadaan lembaga
negara ada yang tercantum di dalam UUD NRI 1945 dan ada pula yang dibentuk
berdasarkan undang-undang, diantaranya KPK yang disebut sebagai lembaga negara

bantu. Dengan demikian, keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah
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berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi kebutuhan bangsa dan
Negara Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap
Kepala Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki hambatan perihal
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakuakn selama ini. Ada dua pihak yang
memiliki pendapat berseberangan tentang kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT)
yang dilakukan oleh KPK. Yakni ada kubu yang pro dan kubu yang kontra tentang
kebijakan dilaksanakannya Operasi Tangkap Tangan (OTT).?

Kubu yang pro memiliki anggapan bahwa pelaksanaan OTT adalah cara yang
sangat tepat untuk melakukan penangkapan terhadap koruptor. Hal itu dikarenakan
proses penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini tidak membutuhkan alur birokrasi
yang panjang, tidak terduga-duga, serta menghasilkan banyak barang bukti yang
nyata. Namun pihak yang kontra memiliki anggapan bahwa pelaksanaan OTT yang
dilakukan oleh KPK tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KUHAP.

Meskipun Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK ini masih
mengalami pro dan kontra, tetapi dalam prakteknya Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) tetap saja terus melakukan Operasi Tangkap Tangan. Dibuktikan dengan
sejumlah Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK. Diantaranya, Seperti
akhir-akhir ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak sekali melakukan
Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap berbagai kepala daerah di indonesia.
Banyak sekali akhir-akhir ini kepala daerah yang tetangkap tangan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) diantaranya OTT Bupati Nganjuk Novi Rahman
Hidayat beserta perangkatnya, Bupati Probolinggo Puput Tantriana beserta

Suaminya, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Gubernur Sulawesi Selatan Nourdin

Saputra, Implementasi Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Lex
Renaissance, Vol. 25 No. 1: 45-46 (2020), 6.
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Abdullah, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur, Bupati Banjarnegara Budhi
Sarwono.*

Sebagai landasan Operasi Tangkap Tangan yang selama ini dilakukan oleh
KPK, Dijelaskan dalam KUHAP adalah "Tertangkap Tangan", bukanlah "Operasi
Tangkap Tangan" Yang selama ini dijalankan oleh KPK dalam menangkap pelaku
tindak pidana korupsi. Selain itu Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan
oleh KPK tidaklah mempunyai landasan hukum yang jelas dalam konteks
pemberantasan korupsi.” Penjebakan yang dilakukan oleh KPK dalam sejumlah
rangkaian dalam melakukan OTT sangatlah rawan melanggar privasi seseorang

dalam proses penyadapannya serta pengintaian yang dilakukannya.

Dalam islam tindakan korupsi merupakan sebuah tindakan yang tercela dan
sebuah bentuk pengkhianatan kepada rakyat yang telah memberikan amanah kepada
kepala daerah. Sebagai seorang pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat maka
haruslah menjalankan amanah dan jangan sampai melakukan tindakan yang

merugikan orang banyak. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Anfal Ayat 27 :
Too o227 . olwhiT (520t 0. ~vos Gy . -4 2,30 \F (o2 e f KT
(‘S"’(‘“U(’S:“J“‘ U—'F}d}u)j\jd-“\ 53 Y ) 534l ugﬂ\l.ga\_al

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati
Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".®

Dalam Ayat lain Allah berfirman dalam Qs. An-Nisa Ayat 29 :

* Suharko dan M. Syaifuddin, Korupsi Dalam Perspektif Budaya Islam, Jurnal UNISIA, Vol. XXX, No.
64(Oktober 10, 2021), 17.

® Frisca Tyara M. Fanhar, “Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tinjauan Berdasarkan KUHAP Dan Undang
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” Corruptio 1, no. 2 (November
10, 2020): 91-104.

® Al-Qur'an Surat Al-Anfal Ayat.
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Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara bathil, kecuali dalam perdagangan atas dasar rela
sama rela diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimum

sesungguhnya Allah maha penyayang bagimu”.”

Dari kedua Ayat diatas kita dapat mengetahui bersama bahwa korupsi
merupakan perbuatan tercela karena telah mengkhianati kepercayaan rakyat dan
merampas harta rakyat dengan cara yang bathil. sehingga korupsi haruslah
ditinggalkan oleh siapapun, terlebih khusus oleh pejabat yang telah mendapatkan
amanah dari rakyat. Korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat
publik baik secara sendirian maupun secara bersama-sama, melakukan tindakan
illegal menyalah gunakan kepercayaan rakyat guna memperoleh keuntungan secara
sepihak. Tidak hanya satu pejabat daerah yang melakukan tindakan tersebut, tetapi
sangat banyak pejabat yang melakukan perbuatan serupa di berbagai daerah di
Indonesia. Dengan adanya kejadin-kejadian seperti itu pemerintah indonesia
membentuk lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK).

" Al-Qur'an Surat An-Nisa’ Ayat 29.
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Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa
(extraordinari crime)® Hal itu dikarenakan pelaku kejahatannya telah merampok
harta negara dan memiskinkan Masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri atau
kelompok mereka sendiri tanpa memperdulikan orang banyak. Dengan adanya
peningkatan angka korupsi maka jumlah kas negara akan berkurang dan mengalami
kerugian. Ketika Negara mengalami kerugian, maka akan berdampak buruk bagi

keberlangsungan penyelenggaraan Negara.

Untuk memberantas tindakan kejahatan yang luar biasa (extraordinari crime)
ini harus dilakukan usaha yang luar biasa (extraordinari measure) juga oleh semua
pihak. Hal itu dilakukan guna mencegah kejahatan yang serupa berulang. Salah satu
tindakan luar biasa yang dimaksud adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada
diduga kuat pelaku korupsi. Dalam Pasal 1 Angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) menyatakan:

"Tertangkap tangan ialah tertangkapnya seseorang yang sedang melakukan
tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu
dilakukan , atau saat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang
yang melakukan, atau apabila sesaat padanya ditemukan benda yang diduga
keras digunakan untuk melakukan tindak pidana itu menunjukkan bahwa ia
adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak

pidana itu".

Dari pasal 1 Angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) di atas dapat kita tafsirkan bahwasannya tertangkap tangan adalah

® Rezzi Nanda Barizki and Mayang Riyantie, “Konstruksi Realitas Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Dalam Pemberitaan Media Online,” Jurnal Inovasi limu Sosial Dan Politik (JISoP) 3, no. 1 (April 6,
2021): 68-80.
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peristiwa dimana pelakunya tertangkap saat peristiwa kejahatan terjadi (redhended),
bukan suatu peristiwa yang sudah direncanakan secara matang oleh penegak hukum
lalu melakukan penangkapan dan setelah tertangkap pelakunya ditahan oleh aparat

penegak hukum.

Berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), dijelaskan dalam Pasal 12
Undang-undang No. 19 Tahun 2019 KPK diberikan kewenangan untuk melakukan
penyadapan. Kewenangan untuk melakukan penyadapan para pelaku terduga pelaku
kuat tindak pidana korupsi diatas adalah ranah dari penyelidik, penyidik dan
penuntut umum yang semuanya adalah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Namun Undang-Undang KPK telah mengalami perubahan (revisi) kedua,
tepatnya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. Dalam pasal 38 Undang-undang No.

19 Tahun 2019 ini menyatakan bahwasanya

"Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai
Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut
umum pada komisi pemberantasan Korupsi (KPK), kecuali ditentukan lain

berdasarkan undang-undang ini’.

Selanjutnya dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 diterangkan

bahwa :

1. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan
berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku berdasarkan Undang-undang
No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang

sebagaimana telah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang
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perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi , kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini".

2. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama
Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi
Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan

kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan peraturan tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku tindak pidana
korupsi berlandaskan pada KUHAP serta UU Tindak Pidana Korupsi (Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) kecuali bila
mana ada ketentuan Lain yang mengatur. Pengecualian lain yang dimaksud yakni
dengan disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam Undang-undang yang baru tersebut akan
memberikan perbedaan wewenang antara Lembaga KPK dengan Penegak Hukum

lainnya.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat suatu
kajian tentang hal tersebut untuk dijadikan sebuah Skripsi. Agar lebih komprehensif
pembahasan didalam skripsi ini, maka penulis membuat judul, Analisis a/-mas/ahah
al-mursalah. Tentang Perang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi
Tangkap Tangan (OTT) Kepala Daerah dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Undang-undang No. 19 Tahun

2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai Peran Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Daerah, beberapa

masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

. Keterlibatan KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) berdasarkan

kewenangannya dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK
Kewenagan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Operasi

Tangkap Tangan (OTT) Kepala Daerah

. Keterkaitan antara Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK

selama ini dengan Tertangkap Tangan sesuai dengan Pasal 1 Angka 19 KUHP
Prosedur dan cara Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini dilakukan

oleh KPK masih dianggap kontraversi.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan mendalam serta tidak

menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis memandang perlu adanya

pembatasan. Penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1.

Prosedur dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan
Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Daerah dalam Undang-Undang No. 19
Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tinjauan A/-Maslahah Al-Mursalah terhadap Peran Komisi Pemberantasan

Korupsi dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Daerah dalam
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Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-undang No.

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

D. Rumusan Masalah

Agar apa yang dibahas dalam penelitian ini tidak menyimpang dari pokok

pembahasan yang dikaji, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dikaji.

1.

Bagaimana Peran Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam
melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Daerah Menurut Undang-
undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

Bagaimana Analisis A/-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Peran Lembaga Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala

Daerah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian Skripsi ini adalah :

1.

Untuk mengetahui peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam
melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Daerah Menurut Undang-
undang No. 30 Tahun 2002 Dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Untuk mengetahui Analisis A/-Maslahah Al-Mursalah terhadap peran Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan
(OTT) Kepala Daerah Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Undang-

Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:
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1. Kegunaan teoritis, penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini diharapkan
mampu memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan akan perkembangan
Hukum Tata Negara khususnya tentang:

a. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Operasi
Tangkap Tangan (OTT) Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No. 19
Tahun 2019 perubahan kesua atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

b. Analisis A/-Maslahah Al-Mursalah terhadap peran Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala
Daerah Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas
Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK)

2. Kegunaan Praktis, secara praktis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini
diharapkan akan menjadi masukkan, sumbangan ilmu pengetahuan, dan
pemikiran terkait peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan
Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No. 19
Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

G. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah sebuah deskripsi ringkas atau pemaparan secara
ringkas atas suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang

akan diteliti sehingga demikian dapat terlihat jelas bahwa kajian yang akan
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dilakukan oleh penulis tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah

dilakukan.’

Kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini dilakukan untuk

memaparkan beberapa penelitian yang dulu pernah dilakukan dan mempunyai objek

kajian sama, yakni membahas perihal permasalahan mengenai Kewenangan KPK

dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hal yang demikian dilakukan

oleh penulis supaya menghindari plagiasi, antara lain:

1.

Efektivitas Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Skripsi ini ditulis oleh Nurfajrina
Sastiya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam
Skripsi ini membahas tentang prosedur serta tata cara Operasi Tangkap Tangan
oleh Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).'” Hal itu dikarenakan
sangat banyak sekali aparatur maupun Kepala Daerah yang terjaring Operasi
Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Persamaan dalam skripsi ini
membahas tentang perbedaan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK
menurut KUHAP. Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas tentang peran
KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Kepala daerah dalam Undang-
Undang No. 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-undang No. 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditinjau dari perspektif
al-maslahah al-mursalah.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Alfin Saputra Mahasiswa Magister Hukum

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia yang berjudul Implementasi

° Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: UIN
Sunan Ampel Press, 2014), 8.

19 Skripsi Nurfajrina Sastya, Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam
Operasi Tangkap Tangan, (skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2020), 25.
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Operasi Tangkap Tangan (OTT) Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Dalam jurnal ini membahas tentang peran Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap
Pejabat Publik yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi.'' Persamaan
dengan jurnal ini adalah membahas tentang prosedur dalam melakukan Operasi
Tangkap Tangan (OTT) yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan dari mulai tahap penyadapan. Sedangkan skripsi yang saya tulis
membahas tentang peran KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan
Kepala daerah dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas
Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) yang ditinjau dari perspektif a/-masiahah al-mursalah.

3. Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal ini ditulis oleh Widya
Parameswari Resta Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali. Dalam jurnal ini
membahas tentang peraturan tentang Operasi tangkap tangan serta legalitas
peraturan perundang-undangan yang membahas tentang Operasi Tangkap tangan
oleh KPK."” Persamaan dengan jurnal ini adalah membahas tentang Operasi-
Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) sejalan dengan KUHAP ataukah bertentangan dengan KUHAP.
Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas tentang peran KPK dalam
melakukan Operasi Tangkap Tangan Kepala daerah dalam Undang-Undang No.

19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002

1 saputra, Implementasi Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Lex
Renaissance, Vol. 25 No. 1: 45-46 (2020), 6.

12 Afif Naufal Faris dan Rehna lemken Ginting, “Legalitas dan Efektivitas Operasi Tangkap Tangan Tangan
Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019,” Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan
Kejahatan 9, no. 1 (January 2, 2020): 67—78.
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tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditinjau dari perspektif a/-
maslahah al-mursalah.

. Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencegahan
Korupsi. Tesis ini ditulis oleh Ucox Pratua Nugraha mahasiswa Magister Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Tesis ini membahas
tentang Pengaturan dan prosedur pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana korupsi, sejauh ini masih menggunakan Undang-
Undang No. 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapi dalam
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana masih mengacu kepada KUHAP."
Persamaan dengan tesis ini terletak pada proses OTT yang dilakukan oleh KPK
dalam menangkap pelaku korupsi berdasarkan pada kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas
tentang peran KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Kepala daerah
dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undangundang
No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditinjau

dari perspektif a/-maslahah al-mursalah.

. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, dibutuhkan bahan atau data yang konkrit
yang bersumber dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian

sebagai berikut :

3 Ucox Pratua Nugraha, Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencegahan Korupsi dalam Undang-
Undang No. 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Jurnal Hukum Universitas Sumatra
Utara, No. 12 (January 2, 2022): 14-16

25



1. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai oleh penulis dalam
pembuatan skripsi ini adalah memakai studi kepustakaan (Zibrary research).
Studi Kepustakaan merupakan sebuah metode pengumpulan bahan hukum
yang diperoleh dari buku pustaka maupun bacaan lain yang ada kaitannya
dengan bahan pembahasan, kerangka maupun ruang lingkup permasalahan
yang akan dikaji. Dalam skripsi ini penulis mengumpulkan bahan
kepustakaannya yang akan dikaji bersumber dari perundang-undangan, hasil
penelitian hukum, buku, skripsi, jurnal, majalah, pendapat ahli hukum, yang
memiliki keterkaitan (relevansi) dengan penelitian yang dilakukan oleh
penulis. Hal itu dilakukan supaya dalam melakukan penelitian, penulis dapat
terbantu dalam menyelesaiakan penelitian ini.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan
jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang objek
kajiannya meliputi norma, atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan
perundang-undangan , yurisprudensi dan doktrin.'* Dalam hal ini, penulis
melakukan penelitian dengan memakai undang-undang yang berkaitan
dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan
Operasi Tangkap Tangan (OTT) serta pendapat ahli hukum yang berkaitan
dengan Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Analisis Penelitian
Analisis Bahan Hukum yang berkaitan dengan peran Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan

' Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/daring (Dalam Jaringan),Https://kbbi.web.id,
accessed 21 Desember 2021
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(OTT) Kepala Daerah Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dikumpulkan melalui
pengumpulan data secara primer dan pengumpulan data secara sekunder.
Kemudian setelah itu dianalisis dengan menggunakan pendekatan melalui
peraturan perundang-undangan (statue approach) dan juga pendekatan
konseptual (conceptual approach).

Pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan (statute approach)
adalah pendekatan dengan mengintervarisir peraturan perundang-undangan
yang dipakai dalam pembahasan dengan tetap memperhatikan hierarki dan
asas-asas yang berlaku. Sedangkan pendekatan dengan menggunakan
konseptual (conceptuap approach) adalah melakukan penelitian dengan
mencari makna tertentu dalam sebuah peraturan. Bahan hukum yang tah
diperoleh tadi barulah kemudian disusun dengan menggunakan analisis
kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif adalah
analisis dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian
kemudian diuraikan dalam kalimat yang logis. Setelah itu diberikan

penafsiran dan kesimpulan dari hasil penelitian.

Penelitian tentang Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Daerah dalam Undang-
undang No. 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan penelitian hukum secara
normatif. Penelitian hukum secara normatif (normative Ilaw research)

merupakan sebuah penelitian yang dilakukan guna mencari data secara
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bahan hukum tersier.’

lengkap, rinci, jelas serta sistematis tentang objek yang diteliti dalam suatu

peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan."

4. Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian agar mudah mengidentifikasi permasalahan,

diperlukan bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

6

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoratif
yang sumbernya berasal dari perundang-undangan, putusan hakim, catatan
resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Dalam skripsi ini
bahan hukum primer yang dipakai antara lain:

1. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-

Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK)

3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan rujukan yang berasal dari
publikasi mengenai hukum yang bukan dokumen resmi dan juga bahannya
berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang
dikaji dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini literatur yang dipakai

bersumber dari Buku-buku, Jurnal-jurnal hukum, Internet, Artikel, dan Koran.

> Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar metode penelitian hukum (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004),

119

16 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), 181
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Kegunaan dari bahan hukum sekunder ini adalah memberikan penjelasan atas

bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun sumber hukum tersier
antara lain, KBBI, Kamus Hukum, Indeks Kumulatif dan Enslikopedia, yang

digunakan sebagai tambahan referensi dalam penelitian yang dilakukan.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkam gambaran yang jelas dari judul yang ditulis oleh penulis
serta untuk menghindari kesalah pahan pembaca. Penulis dalam skripsi ini
memberikan pengertiian tau definisi secara singkat. Hal itu dilakukan oleh penulis
dengan tujuan membatasi istilah dalam judul serta menghindarkan dari ambiguitas.
Oleh karena itulah penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menjelaskan beberapa
istilah yang meruoakan kata kunci dalam judul penelitian yang diangkat oleh penulis.

Ad apun kata kuncinya adalah sebagai berikut:

1. Al-Maslahah Al-Mursalah.

Maslahah Al-Mursalah adalah setiap makna (nilai) yang akan diperoleh
ketika menghubungkan suatu dengannya, atau menetapkan suatu hukum atas
persoalan yang baru, yang terjadi di masyarakat dengan menetapkan hukumnya
berupa memperoleh manfaat atau menolak keburukan (mafsadat) dari orang lain,

dan tidak ada satupun dalil yang mengakui maupun menolak keberadaannya.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) merupakan lembaga Independen yang dibuat oleh Negara dengan tujuan
meningkatkan kualitas daya guna serta hasil guna untuk memberantas tindak

pidana korupsi.

. Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau (hand arrest operation) adalah suatu
upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK melalui sebuah operasi
rahasia (silent operation) yang dilakukan secara terstruktur guna menangkap

basah pelaku korupsi saat melakukan tindak pidana korupsi.

. Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah Pejabat Negara yang diberikan kewenangan sebagai
penyelenggara pemerintahan Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang dari daerah
otonom. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh
wakil kepala daerah. Misal dalam ruang lingkup Provinsi (Gubernur di bantu oleh
Wakil Gubernur), jika dalam ruang lingkup Kabupaten/kota (Bupati dibantu oleh

Wakil Bupati atau Wali kota dibantu oleh Wakil Walikota).

Sistematika Pembahasan

30



Supaya Pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini sistematis dan
mudah dipahami oleh pembaca, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan

sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metodologi penelitian, definisi

operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis atau Kerangka Konseptual, memuat tentang Teori
Al-Maslahah Al-Mursalah, yang meliputi Definisi, Ruang Lingkup, Syarat-syarat,

Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah.

Bab III Data Penelitian, memuat tentang data penjelasan penelitian tentang
Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Undang-undang
Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pendapat Ahli
Hukum tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, Konsep
Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Konsep Tangkap
Tangan dalam KUHAP, Peran Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Daerah Menurut Undang-
undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KUHAP
serta UU Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang No. 20 Tahum 2001)

BAB IV Analisis Data, memuat pembahasan mengenai Analisis Al-Maslahah
Al-Mursalah Terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Operasi

Tangkap Tangan (OTT) Kepala Daerah dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019
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Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK).

BAB V Kesimpulan, memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan
dalam penelitian sekaligus juga jawaban ringkas atas rumusan masalah terhadap

penelitian yang dilakukan penulis dan selanjutnya diakhiri dengan saran.
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BABII

PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN

OPERASI TANGKAP TANGAN DALAM AL-MASLAHAH AL-MURSALAH
A. Konsep Al-Maslahah AlI-Mursalah

Secara bahasa, kata (4! .=«) Berasal dari Bahasa Arab yang telah dibakukan
kedalam Bahasa Indonesia yang menjadi "Maslahah", yang memiliki arti kebaikan atau
yang membawa kemanfaatan serta menolak adanya kerusakan.'” Menurut Bahasa,
Maslahah berasal dari akar kata (lil’a - CJ-A-' -#la) yang memili arti sesuatu yang baik,
patut dan juga bermanfaat.'® Sedangkan kata Mursalah memiliki arti terlepas bebas,
tidak terikat dengan (al-quran dan al- hadits) yang memperbolehkan maupun yang

melarangnya.
Menurut Abdul Wahhab Khallaf, makna a/-maslahah al-mursalah adalah:

ey 51 ey Jilbe L) o2 by ldakan g

Artinya: “kemanfaatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum guna
mewujudkan kebaikan, juga tidak ada suatu dalil hukum yang menunjukkan

atas pengakuannya maupun membatalkannya”."

Sedangkan menurut Ibnu Asy-Syaukani dalam kitab [Irsyad al-Futhul

memberikan definisi tentang a/-maslahah al-mursalah adalah:

3

s o sl gL G by coall Cutial

1" Fathurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh Islami, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1986), 105
'8 Rahmad Syafi’I, Ilmu Ushul Figh, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 117.
¥ Abdullah Wahab Khallaf, llmu Ushulul Figh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah kaidah Hukum Islam,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.
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Artinya : “Maslahah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau

memperhitungkannya”.*

Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul a/-mustasyfa memberikan definisi:
Gis G iz YL Y5 oSl ¢ S (e A 2

Artinya: "Apa-apa (Maslahah) yang tidak ada suatupun bukti baginya yang ada
dalam syara" Dalam bentuk nash tertentu yang memperhatikannya dan juga

tidak ada sesuatu yang membatalkannya”.*'

Menurut ahli ushul figh, al-masiahah al-mursalah adalah kemaslahatan
kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh syari' dalam bentuk wujud hukum, dalam
suatu kerangka kemaslahatan, disamping tidak adanya dalil yang menjelaskan bahwa
suatu perbuatan itu dibenarkan maupun disalahkan. Karena dalam a/-maslahah al-
mursalah disebut dengan multajam dikarenakan tidak adanya dalil yang menjelaskan

benar dan juga salah.?

Taufiq Yusuf Al-Wa'i, dalam bukunya menjelaskan bahwasannya setiap sesuatu
yang di dalamnya terdapat kemanfaatan, yang di peroleh dengan mencari faedah-faedah
serta kenikmatan-kenikmatan atau dengan cara menghindari dan menarik diri dari
segala hal yang akan merusak diri, semuanya dapat dikategorikan kedalam mas/ahah.

Maka berdasarakan pengertian ini, maka dapat kita simpulkan bahwa secara bahasa,

% Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh, terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul Fiqih, cet 9 (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 2005), 424
21 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 325
% Ibid, 426
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makna maslahah yakni setiap kebaikan (al-khair) dan setiap kemanfaatan (al-

manfaat)”

Dari berbagai macam definisi di atas maka terlihat unsur-unsur utama dalam

al-maslahah al-mursalah diantaranya:

1. Adanya kemaslahatan yang terdapat dalam suatu peristiwa atau kasus yang
nantinya akan ditentukan dengan metode hukum a/-maslahah al-mursalah.

2. Kemaslahatan yang terkandung dalam suatu kasus atau peristiwa, tidak
bertentangan dengan tujuan syariat (‘maqasid al-syariah)

3. Tidak ada nash yang mengatur secara jelas dan tegas (konkret) yang
memberikan motivasi guna mewujudkan kemaslahatan itu dan nash tidak

mengatur  untuk  melaksanakannya ~ serta = memerintahkan  untuk

% Imron Rosyadi, Pemikiran Asy-Syatibi Tentang a/-maslahah al-Mursalah, (Surakarta: Universitas
Muhammadiyah, 2018), 83
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Berdasarakan pengertian diatas, dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa
pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini dimaksudkan untuk
mencari kemanfaatannya bagi umat manusia. Artinya, dalam proses pencarian suatu
hukum bagi permasalahan baru yang menguntungkan umat manusia serta terhindar
dari kemudharatan umat manusia yang bersifat luas. Maka dibutuhkan upaya
penemuan hukum yang belum ada dalam syari ( al-quran dan al-hadits) yakni

dengan metode a/- maslahah al-mursalah.

Adapun tujuan pokok dari penetapan hukum islam adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia. Kemaslahatan umat
manusia akan selalu berubah dan juga bertambah seiring dengan kemajuan zaman.
Dalam kondisi kemajuan zaman yang tidak terbendung semacam ini, akan muncul
permasalah- permasalahan yang baru yang belum ada pengaturannya didalam nash
(al-qur'an dan al-hadits). Oleh karena itu perlu adanya pemecahan masalah yang
baru ini yakni dengan menggunakan metode qiyas. Namun ketika menggunakan
metode giyas saja, masalah-masalah yang baru ini tidak dapat diselesaikan oleh
hukum islam. Dengen demikian haruslah mencari alternatif guna menjawab
permasalahan-permasalahan yang baru ini supaya hukum islam tidak ketinggalan
zaman. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dapat ditempuh dengan
metode ijtihad yang lain, diantara metode ijtihad itu adalah dengan metode a/-
maslahah al-mursalah.

Berdasarakan pengertian diatas, dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa
pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini dimaksudkan untuk mencari
kemanfaatannya bagi umat manusia. Artinya, dalam proses pencarian suatu hukum

bagi permasalahan baru yang menguntungkan umat manusia serta terhindar dari
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kemudharatan umat manusia yang bersifat luas. Maka dibutuhkan upaya penemuan
hukum yang belum ada dalam syari ( al-quran dan al-hadits) yakni dengan metode a/-

maslahah al-mursalah.
B. Prinsip Penggunaan Dalil Al-Maglahah Al-Mursalah

Menurut teori Ushul Figh, jika ditinjau dari segi ada ataupun tidaknya dalil
yang berkaitan dengan suatu kemaslahatan, maslahah dibagi kedalam tiga hal.

. 24
Diantaranya:

1. Al-Maslahah Al-Mu'tabarah, yaitu maslahah yang diakui secara eksplisit oleh
syara' dan diikuti oleh dalil nash yang jelas. Disepakatinya oleh para ulama,
bahwasannya al-maslahah al-mu'tabarah ini adalah hujjah syar'iyyah yang
sudah valid serta otentik. Pengaplikasian dari a/-masiahah al-mu'tabarah ini
berbentuk giyas. Sebagau contohnya terdapat dalam Al- Qur'an Surah Al-

Bagqarah ayat 222 sebagai berikut:

$8 Y5 dmiaal) 8 sl 1] 518 530 3 OB el e i
Cand i 1200 28 5 s e 8 3408 188 ks s b
Artinya : “Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang
haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah
istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum

mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai

dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh,

# Azwar Fitrah, Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah, (Jakarta: Bulan
Bintang 2005, 26.
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Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang

menyucikan diri”.*’

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa terdapat suatu norma, bahwa
ketika istri sedang dalam keadaan menstruasi (Haid) maka suami di larang
untuk menyetubuhinya karena adanya faktor yang dapat menimbulkan suatu
penyakit ketika melakukan hubungan suami istri ketika sedang dalam
mensturasi. Namun, setelah istri dalam keadaan suci maka diperbolehkan lagi
untuk melakukan hubungan suami istri. Larangan ini dimaksudkan untuk

menjaga demi kebaikan suami dan istri dalam menjalankan kehidupannya.

2. Al-Maslahah Al-Mulghah, adalah maslahah yang keberadannya tidak diakui
oleh syara', justru di tolak karena di anggap bathil oleh syarah. Hal itu
sebagaimana opini hukum yang menyatakan bahwa bagian warisan seorang
laki-laki haruslah sama besar dengan bagian dari perempuan. Sehingga
maslahah model seperti inilah yang disebut al-maglahah a/-mulghah karena
tidak sesuai dengan syarah.

3. Al-Maslahah Al-Mursalah, adalah maslahah maslahah yang secara eksplisit
tidak diakui oleh syara' tetapi juga tidak di tolak oleh syara' karena masih
tetap sejalan secara substantif dengan kaidah hukum syara' secara universal.
Sebagai contoh dari implementasi al-maslahah al-mursalah ini adalah
kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh Negara. Kebijakan perpajakan yang
di keluarkan oleh Negara tidaklah diakui oleh syarah tetapi juga tidak ditolak
oleh syarah justru kebijakan pajak yang dikeluarkan oleh Negara ini sejalan

dengan substantif dengan kaidah hukum:

> Al-Qur’an Surah Al-Bagarah Ayat 222
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ialiadl, B e 50 e ot i

Artinya: “Tindakan imam terhadap rakyatnya haruslah lebih

diutamakan”’.

Dari penjelasan kaidah diatas maka dapat kita ketahui tindakan atau
kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin ditujukan untuk kebaikan
masyaratkat yang dipimpinnya. Seperti kebijakan dalam pengeluaran
Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, dimaksudkan
agar dana yang dicairkan oleh pemerintah guna penyelenggaran negara dapat

berjalan dengan baik (mas/ahah)dan digunakan sebagaimana semestinya.

Dilihat dari segi kekuatan maslahah sebagai Aujjah (tendensi) dalam

menetapkan suatu hukum, dibagi kedalam tiga hal. Diantaranya:*°

. Al-Masiahah Al-Dharuriyat, adalah kemaslahatan yang menduduki
kebutuhan primer. Pada al-maslahah al-dharuriyat, ini sangat erat
kaitannya dengan terpeliharanya unsur agama serta dunia. Keberadaan
dari al-maslahah al-dharuriyat ini sangatlah penting dan seuatu
keharusan untuk menuntut setiap manusia terlibat didalamnya dan a/-
maslahah al-dharuriyat ini merupakan unsur yang sangat penting
dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan penjagaan terhadap
tujuan syariat (magqasid al-syariyyah) yakni memelihara agama (hifdz
al- din), memelihara jiwa (hifdz al-nas), memelihara akal (hifdz al-
‘aql), memelihara keturunan (hifdz al-nasl), dan memelihara harta

(hifdz al-mal).

% Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam
Penentuan Hukum Islam, (Jakarta: LP3S, 2003) 169
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2. Al-Maslahah Al-Hajiyat, merupakan kemaslahatan yang menduduki
pada kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan manusia guna
terlepas dari kesusahan yang di alami serta menimpa umat manusia.
Ketika al-maslahah al-hajiyat, tudak terpenuhi maka tidak akan
sampai menganggu kelayakan, substansi serta tata sistem dalam
kehidupan manusia, namun akan menimbulkan sebuah kesulitan dan
kesengsaraan bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupannya.
Contoh konkrit dan sederhana dari implementasi al-maslahah al-
hajiyat, yaitu allah telah memberikan keringanan (rukfisah) dalam
melaksanakan ibadah yang di khususkan bagi mereka yang sedang
dalam perjalanan jauh yakni dengan membolehkan untuk mengerjakan
sholat dengan jama' atau qashar shalat lima waktu.

3. Al-Maslahah Al-Tahsiniyat, merupakan maslahah yang menempati
kebutuhan ketiga (Zersier) yang jika memenuhinya dapaf menjadikan
kebutuhan umat manusia dapat terhindar dan terbebas dari keadaan
yang tidak terpuji. Dengan kata lain a/-maslahah al-tahsiniyat ini
bersifat untuk mengambil suatu kebaikan dari kebiasaan serta
menjauhkan diri manusia dari keadaan-keadaan yang dapat mengotori
akal sehat manusia dari hal-hal kebaikan.

C. Konsep Wilayah Al-Mazalim
1. Definisi wilayah al-madzalim
Selain  konsep  al-maslahah  al-mursalah  tindakan  Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dikaitkan dengan wilayah al-madzalim.
Kata wilayah al-madzalim berasal dari gabungan dua kata, yakni wilayah al-

madzalim. Kata wilayah secara bahasa dapat di artikan sebagai kekuasaan
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tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan jika kata al-madzalim
merupakan sebuah kata jamak dari mazlimah yang secara arti berarti suatu
bentuk kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekerasan. Secara istilah,
wilayah al-madzalim berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari
kekuasaan hakim dan muhtasib, yang memiliki tugas memeriksa kasus-kasus
yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus
yang menyangkut kasus-kasus berat yang dilakukan oleh penguasa terhadap
rakyat biasa.

Menurut ~ Al-Mawardi  mendefenisikan makna  al-madzalim
menggunakan dan memamfaatkan rasa takut dan segan untuk menggiring
orang-orang yang berperkara untuk saling berlaku adil dan menggunakan
kewibawaan untuk mendesak orang-orang yang berselisih untuk tidak saling

mengingkari.”’

Madzalim pada umumnya diselenggarakan di masjid di bawah
kepimpinan langsung sang khalifah dan terkadang penguasa wilayah atau
orang yang mewakilinya. Orang yang duduk di majelis al-madzalim
dikelilingi lima kelompok, majelis tidak dapat diselenggarakan kecuali
dengan kehadiran lima kelompok tersebut. Kelima kelompok tersebut

adalah:*®

a. Aparat keamanan dan beberapa pembantu, adalah Mereka terdiri atas

petugas kepolisian yang berfungsi untuk menangani orang yang

" R.Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Negara Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 20
% Al-Mawardi, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam (Al-Ahkam Al-Sulthniyyah), terjemah Khalifurrahman
Fath & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h.9.
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mencoba untuk melakukan tindak kekerasan atau berusaha lari dari
hadapan hakim.

b. Hakim, adalah Mereka berusaha menghadiri sidang Mahkamah al/-
madzalim untuk menghimpun berbagai hal yang berkaitan dengan
tuduhan kedua belah pihak dan mengambil kesimpulan hukum untuk
diaplikasikan pada perkara yang diajukan kepada mereka.

c. Para ahli figh, adalah Hakim Mahkamah al-madzalim merujuk kepada
para hakim dan ahlli figh tentang permasalahan hukum yang sulit.

d. Para saksi, adalah untuk memberikan kesaksian mereka tentang hal
yang mereka ketahuin perihal pertengkaran dan juga perihal pihak
yang bertikai.

e. Sekretaris, adalah untuk mencatat ucapan pihak-pihak yang bertikai
dan menetapkan hak dan juga kewajiban mereka

2. Kompetensi Wilayah Al-Mazalim

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh wilayah al - m azalim berbeda
dengan pengadilan pada umumnya. Kompetensi tersebut yakni memeriksa
perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim
tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya,
seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para kerabat
khalifah pegawai pemerintahan, dan hakim-hakim.” Hal ini dikarenakan para
pejabat tersebut memiliki kedudukan yang tidak setara dan tidak seimbang

dibanding rakyat biasa yang cenderung potensial dilanggar haknya.

?® Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan peradilan islam: Dari Khazin Jazirah Arab Ke Peradilan Agama di
Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 30
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Melihat kompetensi yang cukup berat tersebut, mengharuskan qad’i
al-mazalim memenuhi kriteria-kriteria tertentu, Al Mawardi menegaskan
bahwa kriteria-kriteria tersebut yakni mempunyai status sosial yang tinggi,
berwibawa, kehormatan, dan wara’. Sifat-sifat tersebut sangat mempengaruhi
demi keputusan yang berkualitas. Satcipo Rahardjo menegaskan bahwa
kualitas putusan hakim ditentukan oleh “Serapannya”. Tafsir kata sarapan
tersebut yakni meliputi etika, kewibawaan, kompetensi, sifat kenegaraan
hakim, dan yang lain sebagainya. Lebih lanjut al Mawardi menegaskan

secara lebih mendalam bahwa kompetensi wilayah al-mazalim, yakni :*°

a. Mengadili ketidakadilan yang dilakukan oleh para gubernur terhadap
rakyat dan penindasan penguasa terhadap rakyat. Penyalahgunaan yang
dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat tersebut bisa berupa
keputusan politik yang tidak berpihak kepada rakyat, tindakan faktual
yang sewenang-wenang, atau bahkan etika yang tidak mencerminkan
kewibawaan pemimpin.

b. Mengadili kecurangan yang dilakukan pegawai pemerintahan dalam
penarikan pajak.

c. Mengadili dan mengawasi tingkah laku para pegawai kantor
pemerintahan dalam masalah harta benda.

d. Mencegah kezaliman yang dilakukan oleh aparat pemberi gaji kepada
orang yang berhak menerima gaji tersebut. Baik dikarenakan adanya
pengurangan, potongan maupun keterlambatan pemberian gaji.

Mencegah perampasan harta. Perampasan harta dibagi menjadi 2.

* Muhammad Salam Madzkur. Al - Qadha di al - Islam . Terj. Imran A.M. (Surabaya: Bina Ilmu, 1982 ), 146-

147.
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Yakni pertama (1) perampasan yang dilakukan oleh para gubernur
yang zalim, baik karena kecintaannya terhadap harta yang kemudian
menjadikanya berbuat zalim. Kedua, (2) perampasan harta yang
dilakukan oleh orang kuat. Perbedaan dua macam perampasan harta
tesebut yakni terletak pada peran hakim al mazalim dalam dua kategori
tersebut. Dalam konteks pertama, hakim al-mazalim bisa bertindak
secara pasif, yakni menunggu adanya pengaduan, serta bisa bertindak
secara aktif dengan cara mencegah. Sedangkan dalam kategori yang
kedua,hakim al-mazalim hanya dapat bertindak secara pasif, yakni
dalam artian menunggu adanya penungguan dari warga negara.

e. Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf terbagi menjadi dua, yakni
wakaf umum dan wakaf khusus.

f. Menjalankan fungsi hakim (termasuk hakim al-hisbah) ketika hakim
tidak kuasa menjalankan proses peradilan karena kedudukan terdakwa
lebih tinggi daripada hakim. Hal ini dikarenakan hakim al mazalim
merupakan hakim yang memiliki derajat kewibawaan yang lebih tinggi
dari hakim biasa.

g. Hakim al-mazalim juga diperbolehkan memeriksa orang-orang yang
bersengketa dan menetapkan hukum, namun catatan dalam
melaksanakan fungsi ini tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang
berlaku di lembaga qada

3. Keterkaitan Konsep Wilayah Al-Madzalim dengan Al-Maslahah Al-Mursalah

Lembaga al-mazhalim seperti dengan peradilan khusus atau peradilan
pidsus (pidana khusus) yang ada di Indonesia yang menangani tentang

masalah kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat, atau
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para penguasa yang ada di Indonesia. Lembaga ini disebut dengan lembaga
Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana lembaga Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) hanya menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi,
pencucian uang, dan suap-menyuap yang dilakukan oleh para penguasa atau
pejabat negara. Karena kejahatan ini dilakukan oleh para penguasa atau
pejabat, maka penanganannya harusnya menggunakan penanganan khusus
ketika dilakukan penyelesaian terhadap kejahatan tindak pidana korupsi
tersebut. Maka, penulis menggambarkan keberadaan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) ini identik namun tidak sama persis dengan wilayah al-
mazhalim yang ada dalam peradilan Islam. Dengan menggunakan teori al/-
mazhalim, bisa dibuat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai acuan
dalam semangat pemberantasan Kejahatan tindak pidana korupsi di
Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan
dengan baik dan penuh dengan rasa keadilan sosial masyarakat serta dengan
diharapkan mampu melepaskan Negara Indonesia dari segala bentuk

kejahatan tindak pidana korupsi yang telah mendarah daging.

Dalam relevansinya dengan wilayah al-mazhalim, KPK memiliki tiga

persamaan:

1. Bersifat Independen Baik KPK maupun wilayah al-mazhalim
keduanya memiliki sifat independensi yang kuat dari tindakan
intervensi dari pihak manapun yang memiliki kepentingan tertentu
dalam penanganan suatu perkara korupsi. Sifat independen dari
lembaga penindak perkara korupsi. keniscayaan yang tidak dapat

dikurangi atau bahkan dihilangkan. Karena sifat independen dari
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lembaga pemberantas korupsi akan lebih menjamin penanganan
korupsi sesuai dengan fakta-fakta yang benar-benar terjadi
dilapangan.  Jika dalam penanganan perkara korupsi terdapat
intervensi dari pihak luar yang ingin mengacaukan penanganan kasus
korupsi agar menyimpang dari koridor hukum acara yang berlaku,
maka tentu saja tindak pidana korupsi akan merajalela disetiap
lembaga negara tidak hanya di pusat bahkan bisa terjadi lembaga
pemeintahan yang paling rendah yaitu desa/kelurahan.  wilayah al-
mazhalim tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun, tak
terkecuali dari Khalifah sekalipun. Hal ini bertujuan untuk mencagah
timbulnya berbagai macam kedzaliman dalam pemerintahan negara.
Penindak Perkara yang merugikan Rakyat Baik wilayah al-mazhalim
maupun KPK, keduanya sama-sama sebagai lembagai yang
menangani perkara yang dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi
rakyat dan negara, terutama perkara korupsi. Korupsi sendiri telah
menjadi extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Hal itu
dikarenakan ketika seseorang melakukan tindak pidana korupsi
merampok harta kekayan negara dan merampas kekayaan negara
sehingga roda pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik dan
akan terganggu.

Metode Pencegahan Korupsi, Usaha yang dilakukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pencegahan tindak
pidana korupsi diantaranya, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan
terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara, Menerima

laporan dan menetapkan status gratifikasi yang dilakukan oleh
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penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada Komisi
Pemberantasan  Korupsi (KPK), Menyelenggarakan program
pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan dengan
melibatkan dengan berbagai macam pihak, Merencanakan dan
melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat
dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

D. Landasan Hukum Penggunaan Dalil A/-Maslahah Al-Mursalah

Sumber asal dari metode a/-maslahah al-mursalah berasal dari al-Quran dan

AS-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada contoh ayat berikut ini:

1. Qs. An-Nisa: 59
5o - lz Tha S, AT A Wt T_ooets K SRR < S 31
b A 58 T HaYT 3l Ol | gakal 5 0T T gl 38l (il L3
,,,,,l.c oy? 5 P - 8 ok 5.2 s @y 2 F s & 4% -5
S dlla® jaledl a5l s aly () se s a3 O J oDl 5l I 6 5058 g0
j:.’;\j Lrals

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.31

Dari ayat tersebut dijelaskan, sebagai orang beriman haruslah mentaati

perintah Allah dan Rasulnya serta para pemimpin (pemegang kekuasaan) supaya

*! Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 59.
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terciptanya kemaslahatan secara umum bagi umat manusia. Untuk menciptakan
kemaslahatan ini perlu adanya usaha dari berbagai pihak agar terciptantya kebaikan
bagi umat dan menghindarkan dari keburukan atau kerusakan. Seperti contoh
seorang pemimpin yang membuat suatu aturan guna menciptakan keadilan hukum di

masyarakat.
2. Qs. Al-Anbiya: 107

el 3225 ) @i i g

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)

. 2
rahmat bagi semesta alam”.’

3. Qs. Yunus: 58
“ 2 o - @ 80 % 2 B 9 %% - l. % A @ ° % o
Oaady lae A 54 ) ga Hanla Slla 48a% g anl (Jlagy (8
Artinya: Katakanlah, "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah

dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih

baik dari apa yang mereka kumpulkan".

% Al-Qur'an Surat Al-Anbiya Ayat 107.
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Sedangkan nash bersumber dari sunah yang dijadikan landasan dalam
penetapan hukum a/-maslahah al-mursalah adalah Hadis Nabi Muhammad saw, yang

diriwayatkan oleh ibn Majjah sebagai berikut:
06 4 O30 O A2 80 (o g5 S Gl o ellla 0 3his S il (2
I8 L it 5 {ab 55 25 G 8135 Jod Coa (Ol Y5 0 Yy

G lanle ) e 4 G a0 o s e (e S g 8 0 8155
i i 5 8 (35 45 e

Artinya: “Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu
‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh
memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja’. (Hadits hasan, HR.
Ibnu Majah, nomor 2340, Ad-Daraquthni nomor. 4540, dan selain keduanya
dengan sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwaththa’
nomo. 31 secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi

shallallahu ‘alaihi wa sallam tanpa menyebutkan Abu Sa’id).”

Dari hadis di atas terdapat sebuah penjelasan, bahwa seseorang tidak boleh
mendatangkan kemudharatan atau keburukan kepada orang lain. Baik itu dengan
cara disengaja maupun dengan cara tidak disengaja. Dalam hal ini ketika ada seorang
kepala daerah melakukan korupsi, berarti telah memunculkan bahaya bagi
masyarakat. Misal saja ada bantuan dari pemerintah untuk proses pembangunan jalan

raya, ketika dana pencairan untuk proyek jalan raya itu dikorupsi oleh pihak tertentu

¥ Syamsul Abidin, Arbain Nawawi hadits 32: Tidak Boleh Memberikan Mudharat, Tafsir Kemenag, /arbain-
nawawi-32-tidak-boleh-memberikan-mudharat,. Accessed Januari 3, 2022
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maka akan menimbulkan bayahaya bagi masyarakat, terutama pengguna jalan
tersebut. Padahal perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah

Swt.

Berdasarkan pada dasar Al-Qur’an dan Sunah diatas, maka Syaikh Izzudin
bin Abdul Salam, bahwa maslahah maslahah fikiyyah hanya dikebangkan kepada dua

kaidah induk hukum, yaitu:**

1. auldall 20

Maksudnya: “Sesungguhnya kemadzaratan itu haruslah dihilangkan”.

2. liadl cia
Maksudnya: “Menghilangkan segala yang bermasalah/rusak)”.

E. Syarat Kehujjahan Al-Magslahah Al-Mursalah

Ketika tidak ada Nash yang memerintahkan dan juga melarang perwujudan
dari  al-maslahah  al-mursalah maka dikalangan para ulama memiliki
pandangan/perbedaan pendapat mengenai kebolehan menggunakan al-maslahah al-
mursalah sebagai syarah. Sebagian diantara mereka ada yang menerima al-mas/ahah
al-mursalah sebagai dalil dan sebagian yang lain menolaknya. menggunakan al-
maslahah  al-mursalah sebagai metode dalam penemuan hukum yang
mempertimbangkan adanya kemanfaatan secara umum bagi umat manusia secara
utuh dan tetap terikat kepada syariah islam. Karena syariah itu sendiri dipergunakan
sebagai pedoman serta untuk memberi kemanfaatan kepada masyarakat secara umum

serta mencegah dari kemadzaratan (kerusakan).

% Jalaludin As-Suyuti, llmu Ushul Figh, (Semarang: Maktab Usaha Keluarga, 1987), 31
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Untuk menjaga kemurnian dalam pencarian metode hukum al-maslahah al-
mursalah sebagai landasan hukum, maka haruslah mempunyai dua unsur penting,
yakni pertama haruslah tunduk serta sesuai dengan apa yang terkandung didalam
nash (al-qur'an dan al-hadits). Kedua haruslah mempertimbangkan dengan cermat
dalam pembentukan hukum islam. Kedua unsur diatas haruslah dilaksanakan jika dua
unsur diatas tidak dilakukan maka tidak akan seimbang dan hasil dari menggali
hukum (7stinbath) akan menjadi kaku dan cenderung mengikuti hawa nafsu.
Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standarisasi yang benar dalam
menggunakan al-maslahah al-mursalah baik dari segi metodologinya maupun
pengaplikasiannya. Adapun syarat al-maslahah al-mursalah sebagai dasar legislasi
hukum islam sangatlah banyak ulama yang mengemukakan pandangannya,

diantaranya adalah:>
1. Menurut Imam Malik

Pendapat yang lain, dikemukakan oleh Imam Maliki sebagaimana tertuang
dalam Kitab karangan dari Abu Zahrah yang berjudul Ushul Figh' yang membahas
tentang syarat-syarat al-maslahah al-mursalah yang digunakan sebagai dasar

hukum, diantaranya:

a. Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti sesuai
dengan keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan
al-maslahah al-mursalah. Sementara al-mas/ahah al-mursalah sendiri tidak
meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ada dan tidak juga bertentangan

dengan dalil-dalil yang bersifat gatiyyah.

% Suyuti Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),

20
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Hendaknya al-maslahah al-mursalah dapat diterima secara rasional di dalam
keadannya terhadap suatu permasalahan yang ada dikarenakan tidak adanya
dalil yang melandasinya. Artinya terhadap suatu permasalahan yang sesuai
dengan akal. Kemudian jika al-mas/ahah al-mursalah ditawarkan kepada para
cendekiawan, maka mereka akan menerimanya.

Hendaklah  jika menggunakan  al-maslahah  al-mursalah  tidaklah
menghilangkan yang telah ada, dan seandainya jika tidak menggunakan teori
yang rasional/masuk akal, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam

berfikir. Seperti hadis berikut ini:
32 550583500 | st 5 155 15385 1580 e §) 38T 5,0
O Gy g3

Artinya: “Dari  Abu Hurairah, dari Nabi beliau bersabda:
Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit
agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka
berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah
kabar gembira, serta gunakanlah waktu a/-Ghadwah (awal pagi) dan
al-Rauhah (setelah zuhur) dan sebagian dari a/-Duljah (malam hari)”.

(HR. Bukhari)

Dari hadis di atas diisyaratkan bahwa Allah menurunkan syariat
kepada umat Nabi Muhammad saw adalah mudah dan tidaklah sulit. Allah

mengangkat hal-hal yang menyulitkan mereka sehingga ia tidak memaksa
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seorang hamba untuk melaksanakan syariat sesuai dengan kemampuan yang
dimilikinya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (OTT) dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Kepala Daerah
dalam tinjauan al-maslahah al-mursalah ini. Meskipun tidak ada nash yang
mengatur secara rinci dan tegas, namun metode hukum ini sangatlah
dibutuhkan demi menjawab persoalan yang belum ada pengaturannya dalam

nash (al-qur’an dan al-hadis) guna mencegah keburukan bagi umat manusia.

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Mengenai berbagai persyaratan guna membuat suatu dalil tentang
maslahah al-mursalah yang akan diterapkan, maka untuk menggali sebuah

landasan hukum harus mempertimbangkan:

a. Hendaknya al-maslahah al-mursalah digunakan untuk memperoleh suatu
dalil tentang objek kebenaran yang nyata, tidak pada obyek yang
kebenarannya bersifat dugaan.

b. Hendaknya al-maslahah al-mursalah digunakan dalam hal obyek yang
bersifat umum bukanlah pada obyek yang bersifat individual/khusus.

c. Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara’yang ada pada Nash
atau /jma’

3. Menurut Imam Al-Ghazali

a. Pengaplikasian dari al-maslahah al-mursalah haruslah sesuai dengan
ketentuan yang ada dalam syarah,

b. Penetapan hukum maslahah al-mursalah tidak bertentangan dengan nas

syarah (al-quran dan al-hadits),
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c. Al-Maslahah Al-Mursalah merupakan sebuah tindakan dalam keadaan
yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesam sebagai kepentungan
36

bagi masyarakat umum.

4. Menurut Jumhur Ulama

Jumhur ulama menerima al-maslahah al-mursalah sebagai dalil syarah

dikarenakan beberapa alasan. Diantaranya:

a. Kemaslahatan manusia akan terus berkembang dan bertambah seiring
berjalannya waktu. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang
berkembang demikian tidaklah diperhatikan, sedangkan yang
diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nashnya saja, maka akan
banyak sekali kemaslahatan umat manusia yang terdapat di beberapa
daerah serta pada masa yang berbeda akan mengalami suatu kekosongan
hukum dan akibat yang ditimbulkan maka syariat sendiri tidak dapat
mengikuti perkembangan pada kemaslahatan umat manusia. Padahal
tujuan dari adanya syariat adalah menciptakan kemas/ahatan umat
manusia di seluruh tempat dan masa (waktu).

b. Menurut penyelidikan, putusan-putusan, hukum-hukum dan peraturan-
peraturan yang dikeluarkan oleh sahabat, tabiin serta imam-imam
mujtahidin adalah untuk mewudkan kemaslahatan umat secara

menyeluruh bukan atas dasar individu/golongan.

Alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sejalan dengan pendapat
yang dikeluarkan oleh Imam Malik Bin Anas, yang dikenal sebagai tokoh pelopor al-

maslahah al-mursalah. Menurut Imam Malik, al-maslahah al-mursalah dapat

*® Mukhsin Jamil, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24
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dijadikan sebagai landasan dalil syariah dengan berbagai macam alasan.

Diantaranta:’’

1. Penggunaan al-maslahah al-mursalah pernah digunakan pada masa para
sahabat, yakni para tabi'in dan para mujtahid. Mereka menggunakan al-
maslahah al-mursalah untuk mencari dalil kebenaran yang sedang dibutuhkan,
seperti pernah terjadi pada masa sahabat Abu Bakar yang mengumpulkan
mushaf al-quran dikarenakan kekhawatiran semakin sedikit para penghafal
Al-Qur'an yang meninggal dalam peperangan.

2. Perwujudan kemaslahatan itu sesuai dengan tujuan dari syariat. Artinya
ketika memakai maslahat berarti sama dengan merealisasikan tujuan dari
syariat sedangkan bagi yang mengesampingkan maslahat berarti
mengesampingkan tujuan dari syariat.

3. Seandainya kemaslahatan tidaklah di ambil pada setiap kasus yang jelas
mengandung yang mengandung maslahat syari'yyah maka orang orang
mukallafpasti akan mengalami kesulitan serta kesempitan dalam melakukan
suatu perbuatan.

F. Pendapat Para Ulama

Jumhur Ulama bersepakat bahwa penggunaan al-mas/ahah al-mursalah adalah
asas yang baik bagi dibentuknya suatu landasan dalam hukum islam. Hanya saya
sebagian dari ulama yakni Hanafiyah dan Syafi'iyyah memberikan syarat jika
memakai landasan hukum al-mas/ahah al-mursalah, yakni hendaknya ia dimasukkan
dibawah giyas. Maksudnya yaitu ketika sekiranya terdapat hukum asal yang dapat di

givaskan kepadanya serta maka dalam hubungan hukum ini bisa di realisasikan

*” Asmawi, Perbandingan Ushul Figh (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127
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kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka tetap berpegang pada
kemaslahatan yang dibenarkan oleh syarah, tetapi juga mereka sangat leluasa dan
menganggap maslahah yang dibenarkan di dalam syarah ini, karena luasnya mereka
dalam hal pengakuan syarih (Allah) terdapat illat yang digunakan sebagai landasan
dalam penetapan hukum yang merealisasikan sebuah kemaslahatan. Dikarenakan
tidak ada suatu al-maslahah al-mursalah yang tidak ada suatu dalil yang mengakui

tentang keberadaannya.’®

Adapun golongan Hanafiyah dan malikiyyah keduanya banyak sekali
membentuk hukum yang berlandaskan pada mas/ahah semata tanpa memasukkan
unsur giyas didalamnya. Menurut pendapat Imam Malik, untuk memakai dalil al-
maslahah al-mursalah beliau mengajukan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam
pembentukan hukumnya. Diantaranya pertama harus yang dipermasalahkan adalah
kasus yang berkaitan dengan bidang muamalah, sehingga dari sini bisa dilihat bahwa
didalam muamalat dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidak boleh
sampai menyangkutkan dalam hal ibadah.’* Kedua, bahwa kepentingan yang
dipermasalahkan haruslah sesuai dengan syariah serta tidak bertentangan dengan
salah satu sumber hukum yang ada di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan
penetapan hukum maslahah haruslah berupa hal-hal pokok yang bersifat darurat,
bukanlah hal-hal yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok yang
dimaksud adalah mencangkup segala tindakan yang didasarkan pada tujuan syariat

(magqasid al-syar’iyyah) diantaranya:

% Sarmin Syukur, Sumber-sumber Hukum Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas 1993), 196
% |snaini Isnaini, Mas{lah{ah Al-Mursalah Sebagai Metode Untuk ljtihad, Hikmah: Journal of Islamic Studies
16, no. 2 (December 29, 2020): 203-18
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|. Hifdz al- din (memelihara agama) merupakan haq at-tadayyun (hak bersama)
yang dalam implementasi adalah hak untuk menjalankan ibadah dan
menjalankan perintah agama. Hak ini bukanlah hanya sekedar menjaga
kesucian agama, tetapi juga membangun sarana ibadah serta menciptakan
sebuah pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama. Baik itu dengan
orang yang memeluk agama yang sama dan dengan orang yang beda agama.
Dengan adanya pola relasi yang bagus dan kuat, maka akan terciptanya
situasi yang kondusif dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan
individu masing-masing. Dari situ kita dapat mengetahui begitu indahnya
keberagaman.

2. Hifdz Al-Nafs (memelihara jiwa) merupakan hak al-hayyat (hak untuk
hidup). Hak ini bukan hanya sekedar untuk pembelaan diri dalam
menjalankan kehidupan. Hak ini seharusnya diarahkan guna menciptakan
kualitas kehidupan manusia ke arah yang lebih baik bagi diri sendiri maupun
untuk masyarakat secara luas. Hak hidup ini haruslah berorentasi pada
kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan hanya pada golongan tertentu.

3. Hitdz Al-‘Agl (memelihara akal) merupakan haq al-ta'lim (hal memperoleh
pendidikan). Menjaga akal bukan hanya sekedar untuk menjaga kemampuan
akal supaya tidak gila dan tidak mabuk. Tetapi lebih dari itu menjaga akal
terus mau belajar untuk memenuhi kemampuan intelektual guna
mengembangkan diri untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
unggul untuk memajukan negara.

4. Hifdz Al-Mal (memelihara harta) merupakan haq al-amal (hak untuk bekerja).
Memelihara harta dalam konteks ini, tidak hanya diartikan memeligara harta

dari gangguan orang lain. Tetapi dapat diartikan sebagai hak yang yang
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dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan harta dan dipergunakan sesuai
tujuan kebaikan dengan cara yang dibernarkan secara syara' dan hukum.

5. Hitdz Al-Nasl (memelihara keturunan) merupakan menjaga nasab atau
keturunan generasi setelah kita dan mendidiknya dengan baik. Supaya ada
kemajuan guna meneruskan perjuangan bagi nusa, bangsa dan agama. Dalam
ajaran agama islam, orang islam haruslah berkewajiban untuk menjaga
keturunannya yang jelas nasabnya. Sehingga dalam ajarannislam dilarang
adanya praktik perzinaan yang akan merugikan generasi selanjutnya,

khususnya bagi anak sendiri.

Sebenarnya dalam masalah ini, ke empat Imam Madzhab mengakui tentang
apa yang di sebut dengan maslahah. Tetapi hanya pada ulama dan pengikut syafi'iyah
dan hanafiyah memasukkan maslahah kedalam giyas. Pendapat mereka dalam
masalah ini sangat keras demi kehati-hatian dalam tahap pembentukan hukum.
Sedangkan golongan Hanafiyah dan malikiyah menjadikan al-maslahah al-mursalah
sebagai suatu dalil yang berdiri sendiri. Maslahah al-mursalah adalah suatu bentuk
manfaat yang tidak ada dalil ketetapannya yang secara tegas diterangkan didalam
nas (al-qur'an dan al-hadits), serta juga tidak ada larangan maupun perintah untuk
mewujudkan al-maslahah al-mursalah. ITmam Syafi'i sendiri tidak membahasnya
maslahah secara khusus dikarenakan beliau memiliki pandangan bahwa memasukkan
konsep maslahah kedalam konsep g¢iyvas yang diajukannya. Apabila kita
memperhatikan konsep dariclmam Syafi'i yang berkaitan dengan giyas dengan di
hubungkan dengan al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan bagi umat manusia) yang
merupakan tujuan diturunkannya syariat islam ke muka bumi, maka dapat

disimpulkan dengan berbagai hal dibawah ini. Diantaranya:

58



Penetapan hukum melalui giyas adalah ditujukan untuk mewujudkan maqasyid
al-syariah, dan inti perwujudan dari maqasyid al-syariah adalah kemaslahatan
bagi umat.

Qiyas adalah metode pengambilan hukum yang diperoleh dari nash secara
maknawi (Ma'qul) bukanlah secara literal (zahir). Karena itulah giyas pada
hakekatnya adalah pengamalan yang di ambil dari nash, dan setiap nash
syariah yang di ambil pasti mengandung magasid al-syariyyah (tujuan
syariah).

Orang yang dapat membuat hukum qiyas adalah orang yang telah memenuhi
beberapa syarat tertentu, yakni mengetahui magasid yang terkandung di
dalam nas syariat. Karena itulah seorang mujtahid harus mengetahui dan
berpegang teguh pada qiyas yang berorientasi pada magasid al-syariyyah
Pembagian qiyas kepada agwa, musawi dan adh'naf menunjukkan orientasi
giyas yang telah dikonsepkan oleh Imam Syafi'i adalah mengarah kepada
maslahah. Dengan artibahwa g¢iyas menurut pandangan Imam Syafi'i
dilakukan dengan melihat serta memperhatikan dengan serius kepada aspek a/-

maslahah al-mursalah

Semua itu mempunyai keterkaitan dengan perwujudan dari magasid al-

syariah Inti dari pembentukan hukum al-maslahah al-mursalah adalah menciptakan

kebaikan (maslahah) itu sendiri. Hanya saja nash tidak menyinggung serta

menjelaskan secara khusus suati peristiwa atau kejadian yang mengandung unsur

kemaslahatan tersebut. Sehingga muncul berbagai persoalan serta pandangan ulama

tentang kehujjahan al-maslahah al-mursalah. Konsep qiyas yang dikemukakan oleh

Imam Syafi'i pada dasarnya berasal dari upaya untuk mewujudkan kemasl/ahatan bagi

umat manusia. Karena itulah penerapan giyas menurut Imam Syafi'i ditujukan
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kepada kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia. Dengan demikian konsep ini

sejalan dengan hakekat dari al-maslahah al-mursalah.
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BAB III

PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN

OPERASI TANGKAP TANGAN KEPALA DAERAH

A. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Bantu (state auxiliary

Institutions)

Salah satu lembaga negara baru yang dibentuk pada era reformasi di
Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan hierarki
perundang-undangan, maka landasan yuridis pembentukan dan pemberian
wewenang merupakan ketentuan dari Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan melalui Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, komisi ini pun sah didirikan dan
memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya. Terjadi kekaburan norma tentang
kedudukan lembaga KPK, disini kedudukan KPK sebagai lembaga negara terkesan
bersifat ekstrakonstitusional. Sifat yang independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun dikhawatirkan dapat menjadikan lembaga ini berkuasa secara
absolut dalam lingkup kerjanya. Terkait hal tersebut diatas, maka perlu diketahui
bagaimana kedudukan kelembagaan komisi pemberantasan korupsi sebagai

lembaga negara bantu (state auxiliary institutions).

Lembaga negara bantu adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya
tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai trias

politica. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga baru ini, antara lain (state

61



auxiliary institutions atau state auxiliary organs) yang berarti institusi atau organ
negara penunjang, kemudian ada pula yang menyebutnya lembaga negara
sampiran, lembaga negara independen, ataupun komisi Negara.** Dasar pemikiran
terbentuknya lembaga negara bantu adalah karena teori klasik trias politica yang
membagi fungsi kelembagaan menjadi fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif
sudah tidak dapat lagi digunakan untuk menganalisis relasi kekuasaan antar

lembaga negara.

Perkembangan negara, akhir-akhir ini membuat konsep trias politica yang
dikemukakan oleh Montesque telah mengalami sebuah pergeseran. Hal itu dapat
dibuktikan dengan berdirinya lembaga-lembaga baru yang memiliki sifat
Independen. Salah satu lembaga baru itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah adalah lembaga yang dibuat
oleh Negara yang masuk kedalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam
menjalankan tugas serta wewenangnya bersifat independen dan terbebas dari
pengaruh kekuasaan manapun.’' Hal itu telah dinyatakan dalam pasal 3 Undang-
undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilatar belakangi oleh
delegitimasi lembaga negara dalam konsep fr7as politica yang dikemukakan oleh
Montesque. Hal yang demikian disebabkan oleh asumsi di masyarakat bahwa
pemerintahan pada masa orde baru terjadi korupsi yang terstruktur dan sangat

sulit di berantas.

* Rizky Argama, Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia :
Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Bantu, Skripsi, (Depok: Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2007), 127.

*' Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan
Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Lex Crimen 6, no. 1 (February 16, 2017), 16.
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Lembaga kepolisian serta kejaksaan dinilai telah gagal di dalam memberantas
tindakan korupsi yang dilakukan pejabat di Indonesia. Untuk mengembalikan
kepercayaan rakyat kepada pemerintah akan pemberantasan korupsi maka
dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan disahkannya
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Kemudian, pada tahun 2019 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 ini
mengalami perubahan oleh lembaga legislatif.** Namun revisi yang dilakukan oleh
lembaga legislatif ini mendapatkan penolakan yang sangat luas di masyarakat.
Salah satu yang gencar tentang penolakan dalam Undang-Undang yang baru
adalah perihal "Independensi KPK". Seharusnya sebagai lembaga independen,
KPK diberikan kewenangan untuk bekerja secara mandiri dan harus tanpa
intervensi dari pihak kekuasaan manapun. Namun desain tentang independensi
KPK ini dirubah secara drastis dengan disahkannya Undang-Undang No. 19
Tahun 2019 ini. Dalam undang-undang terbaru, KPK sekarang masuk kedalam
bagian rumpun eksekutif.

Akibat banyaknya penolakan di masyarakat, maka diajukan judicial review ke
Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh 7 pemohon dan sekarang sudah keluar
putusannya. Namun yang berdampak pada KPK hanyalah dua putusan yakni
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan jugan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-XVII/2019. Para pemohon
pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diatas meminta pengujian formil dan
pengujian materil atas pasal 1 ayat 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat

(1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 Undang-

%2 Barizki, Rezzi Nanda, dan Mayang Riyantie. “Konstruksi Realitas Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Dalam Pemberitaan Media Online.” Jurnal Inovasi limu Sosial Dan Politik (JISoP) 3, no. 1 (April 6,
2021), 80
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Undang No. 19 Tahun 2019. Dalam hal permohonan pengujian formil yang
diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ditolak untuk seluruhnya sedangkan untuk
pengujian materil Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian. Pada
putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019 pasal 1 ayat 3,
Mahkamah Konstitusi Memberikan alasan bahwa KPK sebagai lembaga eksekutif
tetapi tetap bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
KPK dikategorikan kedalam lembaga eksekutif dikarenakan melakukan berbagai
macam fungsi dalam domain eksekutif atau pelaksana yaitu penyelidikan,
penyidikan dan juga penuntutan.

B. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat di
dalam 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK). Diantaranya sebagai berikut:*

a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi,

b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan
publik

c. Monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara,

d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan
tindak pidana korupsi

e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi,

dan

* pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
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f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain tugas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki
kewenangan. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat di dalam Pasal 7
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK). Diantaranya sebagai berikut:**

a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan
penyelenggara Negara

b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi

c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring
pendidikan

d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan

f.  Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

C. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Melakukan Operasi Tangkap

Tangan (OTT) Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah otonom yang organnya
adalah gubernur (kepala daerah tingkat provinsi), Bupati (kepala daerah tingkat

kabupaten), walikota (kepala daerah pada tingkat kota) yang dalam menjalankan

* pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
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tugasnya di bantu oleh seorang wakil kepala daerah.*” Ketika seorang kepala
daerah sedang menjabat pemerintahannya, terkadang mereka terlena sehingga
melakukan tindakan melawan hukum. Salah satu tindakan pelanggaran hukum
yang dilakukan oleh kepala daerah adalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan
melanggar hukum berupa merampas harta kekayaan negara guna kepentingan
pelaku sendiri maupun kelompok mereka sendiri guna kepentingan mereka
sehingga negara mengalami kerugian dan penyelenggaraan negara menjadi
terhambat. Ketika Kepala Daerah diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi,
maka akan dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK).

Operasi Tangkap Tangan atau sering dikenal dengan istilah OTT
merupakan senjata ampuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam
menangkap pelaku terduga kuat tindak pidana korupsi. Bisa kita lihat banyak
sekali kepala daerah yang terjaring OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
setelah beberapa saat melakukan tindakan korupsi. Dalam penyelidikan yang
dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) haruslah dengan adanya
surat perintah penyelidikan dari Instansi terkait. Guna melakukan langkah
tindakan hukum selanjutnya seperti prnyadapan dalam upaya penyidikan. Berikut

merupakan bentuk tindakan korupsi :*°

45

Moh. Syaifuddin Wahid, Kewenangan Kepala Daerah dalam Menjalankan Tugasnya, Jurnal Hukum

Universitas Muhammadiyah (Yogyakarta, vol 21, 2021), 33
*® Frisca Tyara M, Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tinjauan Berdasarkan KUHAP Dan Undang Undang Nomor
30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Corruptio 1, no. 2 (November 10, 2020): 91—

104
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1.

Merugikan Keuangan Negara

Kerugian negara adalah kekurangan atas uang yang dimiliki negara,
surat berharga, serta barang nyata dengan jumlah pasti akibat tindakan yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Pihak yang berhak menilai
jika negara mengalami kerugian adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
hal itu tertuang di dalam pasal 10 undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hal ini BPK akan menilai jika
tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang merugikan negara
atau tidak. Jikalau tindakan yang dilakukan merugikan negara maka akan
diproses secara hukum oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Suap Menyuap

Suap adalah pemberian jani kepada pejabat/pegawai dengan maksud
untuk memberikan pengaruh akan sebuah aktivitas pejabat/pegawai untuk
melakukan maupun tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan
kepentingan tertentu. Bentuk model penyuapan biasanya berpola komisi (kick
back) yang nominalnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bentuk

korupsi dari suap ini biasanya berbentuk sebuah tender sebuah proyek.

Penawaran, pemberian janji kepada pejabat/pegawai tertentu yang
bertujuan (dengan niat) untuk mempengaruhi aktivitas pejabat/pegawai
tersebut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang
berhubungan dengan kepentingan pihak pemberi janji. Korupsi ini dapat

terjadi dalam bentuk pemberian komisi (kick backs) yang besarnya telah
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disepakati kedua belah pihak (biasanya disesuaikan dengan besar keuntungan
atau nilai proyek yang berada di bawah penguasaan (penerima janji). Praktek
korupsi suap sering terjadi dalam proses pengambilan keputusan tender.
Adapun pengatura yang berkaitan dengan suap terdapat pada pasal 5 Undang-

undang No. 20 Tahun 2001.

. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah seseorang yang ditugaskan untuk
menjalankan suatu jabatan kemudian orang tersebut secara diam-diam dan
dengan sengaja menggelapkan laporan keuangan, surat berharga karena
jabatannya atau membiarkan orang lain melakukan penggelapan, atau ikut
serta membantu dalam perbuatan menggelapkan tadi. Menurut R. Soesilo
dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
mendefinisikan perbedaan antara penggelapan dan pencurian. Pada pencurian
barangnya belum ada pada diri pelakunya, tetapi masih dipegang oleh calon
korban dan masih harus diambilnya. Tetapi jika penggelapan pelakunya sudah
memegang barangnya, barang sudah di tangan dan kekuasaanya lalu di
gelapkan dan tanpa dengan jalan kejahatan/kekerasan. Perihal pengaturan
yang berkaitan dengan penggelapan tertera dalam (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10
huruf a, huruf b dan huruf ¢) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Pasal

372 KUHP.

. Pemerasan

Pemerasan merupakan cara menguntungkan diri sendiri yang

dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan cara
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melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya,
menyuruh orang untuk membayar, atau menerima suatu bayaran dengan
dipotong. Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara ketika
menjalankan tugasnya mau menerima pekerjaan ataupun menyerahkan barang
kepada seseorang tetapi mau mengerjakan itu dengan sejumlah uang.
Misalkan saja ada seorang pejabat ingin mencairkan dana bantuan terhadap
lembaga, ketika dana ingin di cairkan pejabat tadi meminta sejumlah uang
untuk memproses untuk mencairkan dana bantuan lembaga tersebut. Perihal
pemerasan, tertuang dalam Pasal 12 huruf e, huruf f dan huruf g Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001

. Perbuatan Curang

Perbuatan curang adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
yang dapat membahayakan orang, barang, atau keselamatan negara. Misal
saja ada seorang pemborong, ingin mendirikan sebuah bangunan. Ketika
bangunan itu selesai ternyata bangunannya sangat membahayakan
keselamatan seseorang dikarenakan bahan yang dipakai tidak sesuai dengan
aturan/konstruksinya. Hal tersebut bisa dikategorikan perbuatan curang dan
masuk kategori pasal 7 ayat (1) huruf a, b, ¢, d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12

huruf h undang-undang No. 20 Tahun 2001.

. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Konflik kepentingan dalam barang pengadaan adalah situasi dimana
seorang pegawai negeri maupun penyelenggara negara baik itu secara

langsung ataupun secara tidak langsung melaksanakan perintah, tetapi
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bertentangan dengan kepentingan si pemberi kerjanya. Dalam hal konflik
kepentingan ini tidaklah terfokus pada kepentingan individu/pelakunya
sendiri, melainkan juga kepentingan dari teman atau sahabat dekat pelaku
meskipun tidak menguntungkan finansial bagi pelakunya itu sendiri. Hal ini

tertera pada pasal 12 huruf i dalam undang-undang No. 20 Tahun 2001.

7. Qratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian sesuatu yang mempunyai nilai atau
hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan
tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka
waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang,
barang, diskon, pinjaman bunga, liburan, tiet pesawat serta fasilitas-fasilitas
lainnya. Perihal gratifikasi pengaturannya terdapat dal pasal 12 B dan 12 C

undang-undang No. 20 Tahun 2001.

Usaha untuk memberantas korupsi sudah menjadi persoalan lama yang harus
segera dituntaskan dan dilenyapkan. Tindak pidana korupsi bukanlah hanya sekedar
masalah regional maupun nasional, tetapi sudah menjadi kejahatan secara global.
Oleh karena itu untuk membuat efek jera bagi pelakunya haruslah dilakukan upaya
untuk menindak tegas supaya para pelakunya jera dan tindak ada satupun orang yang
berani melakukan perbuatan serupa. Prosedur yang dipakai oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) salah satunya
yaitu dengan melakukan penyadapan. Hal itu tertuang di dalam Pasal 12 Ayat 1

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.
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Penyadapan merupakan cara yang sering dilakukan oleh penyidik guna
memperoleh bukti yang nantinya dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.
Pembuktian dalam persidangan ini akan menjadi landasan hakim dalam memutus
perkara apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa itu terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindakan pidana maupun tidak terbukti melakukan tindakan
pidana. Dalam hal ini hakim akan memutus sesuai dengan pembuktian dan hati
nurani (keyakinan) hakim yang ditugaskan dalam perkara tersebut. Rekaman yang
diperoleh dari hasil penyadapan tadi tidaklah langsung bisa menjadi alat bukti.
Namun, informasi yang diperoleh dari hasil rekaman penyadapan yang dilakukan tadi
terbukti sangat efektif guna mendapatkan alat bukti menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehigga bisa mengungkap siapa pelaku tindak
pidana korupsi tersebut. Ada sebagian pihak yang menentang tindakan penyadapan
yang dilakukan oleh KPK ini. Hal itu dikarenakan ketika penyadapan itu dilakukan
maka melanggar hukum, bahkan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), karena
dianggap melanggar privasi seseorang dan mengancam kehormatan serta

martabatnya.

Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD Tahun 1945), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Namun Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019 telah

mengeluarkan putusan bahwa hak privasi bukanlah bagian dari hak yang tidak bisa
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dikurangi dalam keadaan apapun (nonderogable rights) tetapi merupakan hak yang
bisa dikuragi (derogable rights) sehingga negara dapat memberikan batasan-batasan
terhadap pelaksanaan hak-hak warga negaranya yang dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan. Pembatasan hak-haknyang dilakukan oleh negara tadi di
maksudkan untuk dapat memberikan penghormatan atas hak dan kewajiban orang
lain guna menciptakan sebuah keadilan sesuai amanah dari Pasal 28] Ayat 2 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi (MK)
memberikan amanat untuk membentuk suatu peraturan tentang prosedur dan tata
cara penyadapan agar tidak dilakukan semena-mena dan semaunya sendiri. Ada
syarat-syarat yang harus dipenuhi kerika akan melakukan penyadapan.

. 4
Diantaranya: 7

1. Harus adanya otoritas resmi yang ditunjuk oleh pemerintah melalui peraturan
perundang-undangan untuk memberikan izin guna melakukan penyadapan,
dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan wewenang
oleh Undang-Undang untuk melakukan penyadapan.

2. Harus adanya jaminan jangka waktu untuk melakukan penyadapan, sehingga
aktivitas yang tidak terkait dengan penyelidikan atau aktivitas normal
kesehariannya tetap bisa terjaga privasinya

3. Harus adanya pembatasan materi penyadapan, tidak semua aktivitas
keseharian boleh disadap kecuali jika ada tindakan yang mencurigakan dan
mengarah ke delik pelanggaran hukum, misal saja transaksi pencucian uang,

pemufakatan untuk melakukan korupsi.

" Ayon Diniyanto, Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Pengawasan Pemerintah Daerah,
(Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan 9 Universitas Islam Jember, no. 1674, 2019), 13
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4. Adanya pembatasan jumlah orang yang ikut serta dalam penyadapan, tidak
semua penyidik bisa mengakses informasi elektronik seseorang, tetapi harus

dibatasi jumlah orang yang melakukan.

Dalam hukum acara pidana, pejabat tertentu diberikan wewenang untuk
melakukan tindakan pembatasan terhadap kebebasan serta kemerdekaan seseorang
yang telah melakukan suatu tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) telah memeberikan ketentuan-ketentuan atau upaya paksa kepada
penyidik untuk melakukan pengurangan kebebasan terhadap seseorang yang
melakukan tindak pidana. Penggunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik tidak
dilakukan sewenang-wenang, tetapi tepat berlandaskan pada hukum serta tetap
menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan retap memperhatikan perlindungan
terhadap tersangka. Wewenang yang telah diberikan undang-undang kepada penyidik
tadi implementasinya dapat berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan

penggeledahan.

Penangkapan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik berupa
pengekangan untuk sementara waktu yang berkaitan dengan kebebasan tersangka
atau terdakwa apabila sudah memiliki bukti yang cukup guna untuk melakukan
penyidikan serta penuntutan dan/atau peradilan yang telah di atur di dalam Undang-
Undang (Pasal 1 angka 20 kuhap). Pejabat yang memiliki wewenang dalam
melakukan penangkapan adalah penyelidik atas perintah dari penyidik atau bisa juga
penyidik untuk keperluan suatu proses penyidikan (pasal 16 kuhap). Selanjutnya
dalam pasal 17 KUHAP dijelaskan ketika penyidik atau penyelidik hendak
menangkap pelaku yang sudah diduga kuat melakukan tindak pidana haruslah

berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup supaya tidak mencerminkan tindakan
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yang sewenang-wenang. Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik maupun
penyelidik kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana, haruslah bisa
dibuktikan dengan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebelum nantinya masuk
kedalam tahap pemrosesan berikutnya. Perihal "bukti permulaan yang cukup" Sudah
dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI1/2014. Putusan
ini menyatakan "bukti permulaan" Ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka
Haruslah sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184
KUHAP, diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta

kererangan terdakwa itu sendiri.

Sementara itu, Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan istilah yang
dipakai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menagkap terduga kuat
pelaku tindak pidana korupsi terutama terhadap Kepala Daerah. Sebuah operasi yang
dilakukan secara rahasia (silent operation), yang dilakukan secara terstruktur dan
terukur dengan target operasi yang pelakunya jarang bisa selamat dari tuduhan
pelaku tindak pidana korupsi. Ketika kepala daerah terkena Operasi Tangkap Tangan
(OTT) oleh KPK, tentunya telah melalui berbagai proses panjang sebelum
melakukan penangkapan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasti tidak asal
tangkap seorang kepala daerah, pasti punya berbagai pertimbangan dan bukti
sebelum mengambil tindakan. Salah satau cara adalah dengan mendengar laporan
terlebih dahulu dari masyarakat dan juga bisa dari pengembangan kasus-kasus yang
sedang di tangani oleh KPK. Ketika laporan sudah diterima oleh KPK dalam melalui
direktorat pengaduan (Dit Dumas) maka langkah selanjutnya akan dilakukan
pengumpulan bahan keterangan (pulbalket). Saat tim yang bertugas di bagian
pengumpulan bahan keterangan (pulbalket) bekerja dan ditemukan adanya indikasi

transaksi mencurigakan, maka mereka melaporkan kepada pimpinan Komisi
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Pemberantasan Korupsi (KPK). Barulah setelah itu pimpinan bertemu dengan
Direktorat Peyelidikan KPK lalu melakukan gelar perkara, kemudian akan
dikeluarkan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) dan bisa untuk melakukan
penyadapan dengan ketentuan-ketentuan sesuai peraturan.”® Berkaitan dengan
penyadapan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019 ketika hendak melakukan
penyadapan tidak perlu meminta persetujuan dari dewan pengawas, tetapi cukup
memberitahukan kepada dewan pengawas dan pertanggung jawaban kepada

pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setelah dilakukan penyadapan ternyata ditemukan hal-hal yang mengarah
kepada tindak pidana korupsi, maka akan dilakukan tahap berikutnya yakni
penggeledahan/penyitaan sekaligus penangkapan khususnya kepada kepala daerah
yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi. Seperti akhir-akhir ini komisi
pemberantasan korupsi sering dan gencar-gencarnya melakukan OTT terhadap
kepala daerah di indonesia. Berikut deretan Kepala Daerah yang terjaring OTT,

: 49
diantaranya:

a. Operasi Tangkap Tangan (OTT), kepada Bupati Nganjuk, Novi Rahman
Hidayat yang terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK karena diduga kuat
melakukan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabuoaten Nganjuk,

yang terjaring pada 10 Mei 2021.

* Sugiarto, Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Korupsi, Jurnal Cakrawala

Hukum,
Paperet

11
Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Sepanjang 2021,” accessed December 17, 2021,

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211017125059-12-708868/deret-kepala-daerah-terjaring-ott-kpk-
sepanjang-2021. Accessed December 17, 2021.
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b. Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur,
yang diduga melakukan korupsi dana Hibah, yang terjaring pada 21
September 2021.

c. Operasi Tagkap Tangan (OTT) Bupati Banjar Negara, Budi Sarwono, yang
diduga kuat melakukan korupsi pengadaan barang dengan meminta pajak atas
pencairan dananya yang terjaring pada 3 September 2021,

d. Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari
yang diduga kuat melakukan korupai Jual beli jabatan Kepala Desa di
lingkungan Pemerintahan Probolinggo, yang terjaring KPK pada 31 Agustus
2021,

e. Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Sumatra Selatan, Nurdin
Abdullah yang diduga melakukan korupsi suap pengadaan barang dan jasa
yang terjaring KPK pada 28 Februari 2021.

D. Keterkaitan Operasi Tangkap Tangan Dalam UU NO. 30 Tahun 2002 Jo. UU No. 19

Tahun 2019 Dengan Konsep Tangkap Tangan Dalam KUHAP

Terdapat banyak pihak yang pro dan kontra terhadap Operasi Tangkap
Tangan (OTT) yang dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kubu
yang Pro memiliki anggapan bahwa pelaksanaan OTT adalah cara yang sangat tepat
untuk melakukan penangkapan terhadap koruptor. Hal itu dikarenakan proses
penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini tidak membutuhkan alur birokrasi yang
panjang, tidak terduga-duga serta menghasilkan banyak barang bukti yang nyata.
Namun pihak yang kontra memiliki anggapan bahwa pelaksanaan OTT yang
dilakukan oleh KPK tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KUHAP. Dalam

KUHAP menerangkan "Tertangkap Tangan", bukanlah "Operasi Tangkap Tangan"
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Yang selama ini dijalankan oleh KPK dalam menangkap pelaku tindak pidana

korupsi.

Menurut Menurut Prof. Mahfud MD memperdebatkan istilah Operasi
Tangkap Tangan (OTT) tidak ada gunanya, saya katakan boleh operasi, boleh
tangkap tangan, boleh tertangkap tangan. Intinya tidak boleh keluar dari substansi
Pasal 1 Angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), dan Operasi
Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK selama ini tidak keluar dari substansi
Pasal 1 Angka 19 KUHAP. Menurut Prof. Eddy OS Hiarij tidak ada perbedaan yang
hakiki antara Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 Angka 19 KUHAP, disana dijelaskan setelah beberapa saat kemudian tindak
pidana itu dilakukan. Kondisi ini sangat melekat pada orang yang telah melakukan
tindakan korupsi. Sebelum melakukan penindakan pastinya oleh KPK dilakukan
upaya untuk melakukan pemrosesan apakah orang yang ditudahkan itu melakukan
tindakan korupsi atau tidak setelah dilakukan penyelidikan dalam bentuk
penyadapan.50 Menurut Laica Marzuki, Dosen Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar, Istilah OTT tidaklah dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), OTT adalah istilah yang menganduk makna berlawanan namun
terdapat unsur yang memenuhi pasal 1 Angka 19 KUHAP. Menurut Ibnu Nugroho,
Guru Besar Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, menyatakan pendapatnya,
bahwa OTT adalah istilah yang tidak ada pengaturannya dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang tepat bukanlah Operasi Tangkap

% Afif Naufal Faris dan Rahnalemken Ginting, Legalitas dan Efektivitas Operasi Tangkap Tangan Pasca
Berlakunya UU No. 19 Tahun 2019, Jurnal Hukum Pidana Kejahatan 9 No. 1 (Januari 2, 2020), 67-78.
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Tangan (OTT) tetapi Operasi Penangkapan karena sebelum KPK melakukan

penangkapan sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup.”’

Dalam Pasal 1 Angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) menerangkan "Tertangkap tangan ialah tertangkapnya seseorang yang
sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak
pidana itu dilakukan, atau saat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai
orang yang melakukan, atau apabila sesaat padanya ditemukan benda yang diduga
keras digunakan untuk melakukan tindak pidana itu sehingga menunjukkan bahwa ia
adalah pelakunya, atau ikut serta melakukan atau membantu melakukan tindak
pidana itu. Dari keterangan Pasal 1 Angka 19 KUHAP diiatas maka terdapat 4 unsur

yang ada di dalamnya. Diantaranya:

1. Pada waktu sedang melakukan tindak pidana, maksudnya orang yang
melakukan tindak pidana itu tertangap basah ketika melakukan tindak pidana

2. Segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, maksudnya pelaku
yang melakukan tindak pidana itu tertangkap beberapa saat setelah
melakukan tindak pidana

3. Sesaat kemudian diserukan/diteriakkan oleh khalayak ramai sebagai orang
yang melakukan tindak pidana, maksudnya pelaku yang melakukan tindak
pidana itu terlihat/ketahuan oleh masyarakat/khalayak ramai, lalu setelah
kemudian ia diserikan sebagai pelakunya oleh khalayak ramai tersebut dan
setelah mengetahuinya kalau ia diserukan pelakunya oleh khalayak ramai tadi

ia melarikan diri, namun bisa di tangkap oleh khalayak ramai tersebut.

*! Try Septio, Implementasi dan Legalitas Komisi Pemberantasasan Korupsi (KPK) Dalam Operasi Tangkap
Tangan, ( Jurnal, Jurnal Hukum iainbengkulu, Bengkulu, 2020), 13
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4. Sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang bisa diduga keras dipakai
dalam melakukan aksi melakukan tindak pidana itu atau barang bukti kalau ia

yang melakukan kejahatan.

Dalam kaitannya dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang akhir-akhir
ini sering dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga berujung
kepada penetapan seorang pejabat publik (Kepala Daerah) menjadi tersangka. Tetapi
muncul sebuah pertanyaan, apakah ketika OTT yang dilakukan KPK guna
menangkap Kepala Daerah ini bisa dikategorikan sebagai tertangkap tangan?
Mengingat satu diantara keadaan di atas tidak terdapat pada diri seorang pejabat
publik saat KPK melakukan penangkapan guna di investigasi lebih lanjut. Dari
pertanyaan tersebut ada hal yang perlu dijelaskan supaya memberikan pencerahan

kepada kita. Diantaranya:

a. Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum melakukan Operasi
Tangkap Tangan (OTT) pasti sudah didahului oleh sebuah penyadapan dalam
kurun/jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang sudah disepakati.

b. Kedua, berdasarkan pada Pasal 12 Angka 1 memberikan wewenang kepada
untuk KPK melakukan penyadapan. Pada tahap penyelidikan inilah KPK
melakukan penyadapan untuk menentukan langkan berikutnya, apakah yang
bersangkutan (Kepala Daerah) melakukan tindak pidana ataukah tidak
pidana.

c. Ketiga, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK ini
merupakan serangkaian tindakan dari proses penyadapan yang dilakukan guna

memperoleh bukti permulaan yang telah diproses akan menjadi bukti
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permulaan yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHAP dengan minimal 2
alat bukti.

d. Keempat, dari empat definisi Pasal 1 Angka 19 KUHAP di atas, sangatlah
mungkin sekali pejabat yang ditangkap dalam sebuah Operasi Tangkap
Tangan (OTT) tidak terdapat satu dari empat keadaan diatas. Terlebih khusus
pada unsur nomor empat " Sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang
bisa diduga keras dipakai dalam melakukan aksi melakukan tindak pidana itu
atau barang bukti kalau ia yang melakukan kejahatan". Pasti KPK tidak asal
tangkap pelaku tanpa bukti. Misal pejabat yang terkait telah melakukan
sejumlah transaksi keuangan yang mencurigakan dan KPK bisa meminta
instansi terkait untuk memblokir rekening pejabat terkait dengan koordinasi

yang tepat.

Pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) menyatakan " Dalam menjalankan tugasnya KPK melakukan
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi". Selain itu
dijelaskan dalam Pasal 12 Angka 1 menyatakan " Dalam menjalankan tugas
penyelidikan dan penyidikan yang sebagaimana diatur dalam pasal 6 e, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk melakukan
penyadapan". Ketentuan pasal di atas secara ekspressive verbalis memperbolehkan
KPK untuk melakukan penyadapan untuk mendukung upaya penyelidikan, apakah
nantinya akan ada tindak pidana ataukah tidak adanya tindak pidana yang dilakukan
oleh seseorang. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK ini merupakan serangkaian
langkah sebelum melakukan OTT guna memperoleh bukti permulaan yang cukup.
Tentunya penyadapan yang dilakukan oleh KPK ini ada ketentuan lama waktu

pelaksanaannya dan aturan dalam penyadapannya. Tahap setelah penyelidikan
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dilakukan dan ternyata pelaku (Kepala Daerah) masuk kedalam delik pidana maka
tahapan selanjutnya adalah penyidikan. Pada tahap penyidikan ini maka akan
dikumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi berkas guna wuntuk dilakukan
penangkapan. Implementasi dari proses penyidikan ini akan berupa penggeledahan

dari hasil penyadapan yang sebelumnya sudah dilakukan.
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BAB IV

PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM OPERASI TANGKAP
TANGAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL-

MURSALAH

A. Analisis Terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Operasi

Tangkap Tangan Kepala Daerah

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yakni dengan menerbitkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagaimana
telah diuraikan di atas, salah satu yang menjadi tugas Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) adalah melakukan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 6 e Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 menyatakan "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas
melakukan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana
korupsi". Selain itu dalam upaya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan kewenangan untuk melakukan
penyadapan. Hal ini menjadi ketentuan yang memberikan kewenangan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang
terduga kuat melakukan korupsi, terlebih khusus kepada kepala daerah yang diduga

kuat melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan  hierarki perundang-undangan, maka landasan yuridis
pembentukan dan pemberian wewenang merupakan ketentuan dari Pasal 43 Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan
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melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, komisi ini
pun sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya. Terjadi
kekaburan norma tentang kedudukan lembaga KPK, disini kedudukan KPK sebagai
lembaga negara terkesan bersifat ekstrakonstitusional. Sifat yang independen dan
bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dikhawatirkan dapat menjadikan lembaga
ini berkuasa secara absolut dalam lingkup kerjanya. Terkait hal tersebut diatas, maka
perlu diketahui bagaimana kedudukan kelembagaan komisi pemberantasan korupsi

sebagai lembaga negara bantu (state auxiliary institutions).

Lembaga negara bantu adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya
tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai trias
politica. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga baru ini, antara lain (state
auxiliary institutions atau state auxiliary organs) yang berarti institusi atau organ
negara penunjang, kemudian ada pula yang menyebutnya lembaga negara sampiran,

lembaga negara independen, ataupun komisi Negara.>*

Selama menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) sudah sering kali melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak
pidana korupsi, terlebih khusus penangkapan kepala daerah yang melakukan tindak
pidana korupi dengan cara Operasi Tangkap Tangan (OTT). Pijakan hukum yang
dipakai dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan adalah Pasal 1 Angka 19 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), Pasal 184 KUHAP, Pasal 6 dan Pasal 12

Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang dalam hal ini KPK diberikan

> Rizky Argama, Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia :
Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Bantu, (Depok: Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2007),127.
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dua tugas. Pertama, KPK diberikan tugas untuk melakukan upaya pencegahan tindak
pidana korupsi, kedua adalah melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 perubahan
kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi

(tipikor), dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif, fungsi Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan Pencegahan serta pemberantasan
tindak pidana korupsi. Oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus
melakukan tindakan pencegahan serta pemberantasan korupsi dengan cara yang
efektif. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korusi
(KPK) dapat dilakukan dalam berbagai usaha, misal saja penyelenggaraan program
pendidikan anti korupsi pada instusi pendidikan, kegiatan kampanye anti korupsi
terjun langsung kepada masyarakat, melakukan pendaftaran serta melakukan
pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara secara periodik
setahun sekali. Namun upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK sangat

kurang efektif. Dibuktikan dengan angka korupsi di indonesia masih tinggi.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi Indonesia atau kita sering
mengenal dengan nama Indonesia Corruption Watch (ICW) pada akhir 2021 ini
menerbitkan rilisnya tentang Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi yang terjadi
perJanuari 2021 sampai dengan November 2021 dengan jumlah kasus angka korupsi
sebanyak 209 kasus. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020
perjanuari 2020 sampai November 2020 sebanyak 169 kasus. Indonesia Corruption

Watch (ICW) juga membeberikan rilis penelitian data terbarunya, ICW menyebut
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total kerugian negara di tahun 2020 sebanyak Rp. 18,173 triliun, kemudian di tahun
2021 per November mencapai angka Rp. 26,83 triliun. Dengan kata lain, terjadi
jumlah angka kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6 %.”
Sedangkan jika dilihat dari jumlah kasus yang sedang ditangani oleh aparat penegak
hukum, jumlah kasusnya sangat luar biasa. Pada periode Januari sampai November
tahun 2021, Polri telah melakukan penyidikan sebanyak 1.032 perkara kasus korupsi.
Begitu juga dengan Kejaksaan pada periode yang sama telah melakukan penyidikan
sebanyak 1.486 perkara kasus korupsi. Dapat kita ketahui di tahun 2021 ini angka

peningkatan korupsidi Indonesia mengalami peningkatan.

Dari banyaknya data jumlah angka korupsi yang tinggi di atas, pencegahan
korupsi yang dilakukan oleh KPK belum terlalu efektif perlu adanya usaha untuk
memberantas tindakan korupsi di indonesia yang lebih masif. Sehingga dampak bagi
pelaku tindak pidana korupsi tidak menggulangi perbuatan yang serupa dan pejabat
negara yang lain tidak melakukan atau meniru terhadap perbuatan yang telah
dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu bentuk upaya pemberantasan
korupsi adalah dimulai dari penyadapan yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam
upaya penyelidikan. Namun penyadapan yang dilakukan oleh KPK dianggap
melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Perihal penyadapan melanggar Hak Asasi
Manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), menyatakan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas

>* |CW: "Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup Di Indonesia” https://www.cnnindonesia.com/nasional/202109
/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia, accessed January 3, 2022.
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rasa aman dan perlindungan dari rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
Nomor70/PUU-XVII/2019 menerangkan bahwa hak privasi bukanlah bagian dari hak
yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (nonderogable rights), tetapi
merupakan hak yang bisa dikuragi (derogable lerights). Sehingga negara dapat
memberikan batasan-batasan terhadap pelaksanaan hak-hak warga negaranya yang
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa hak privasi
merupakan hak yang dapat dikurangi (derogable right) maka penyadapan yang
dilakukan oleh KPK dalam rangka tahap awal penyelidikan boleh dilakukan selama
memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan peraturan yang ada. Misal saja harus
adanya otoritas resmi yang ditunjuk oleh pemerintah melalui peraturan, adanya
jaminan jangka waktu untuk melakukan penyadapan, Adanya pembatasan jumlah
orang yang ikut serta dalam penyadapan ketika syarat itu sudah terpenuhi maka
diperbolehkan untuk melakukan penyadapan. Sesuai dengan Pasal 12 Angka 1
Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 lembaga KPK diberikan kewenangan oleh

Undang-Undang untuk melakukan penyadapan.

Untuk percepatan realisasi pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasi
Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi berwenang dalam
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu tertuang dalam Pasal 6 b
Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 6 b Undang-
UndangNo.19Tahun2019 yang dimaksud dengan instansi berwenang yang dapat
dilakukan KPK dalam melakukan koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi

adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemeriksaan Kekayaan
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Penyelenggara Negara (KPKPN), Inspektorat pada Departemen atau Lembaga
Pemerintah Non-Departemen.”® Ketika ada seseorang pejabat negara dalam hal ini
adalah Kepala Daerah terindikasi melakukan tindak pidana korupsi maka Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan koordinasi dan meminta pihak
perbankan melakukan pemblokiran rekening yang diduga dipakai dalan transaksi
korupsi yang dilakukan. Nantinya rekening yang bersangkutan dapat dijadikan

sebagai bukti dalam persidangan.

Ketika dalam proses penyidikan sudah selesai dan bukti yang dikumpulkan
sudah memenuhui persyaratan dari hasil penyidikan yang dilakukan, maka akan
dilaporkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan
memberitahukan kepada dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setelah itu ketika mendapatkan izin, barulah dilakukan penggeledahan sekaligus juga

penangkapan jika pelaku dalam hal ini kepala daerah berada di tempat.

kejahatan korupsi ini adalah riwayat transaksi yang dilakukan oleh Pelaku
tindak pidana korupsi. Dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) maka data seluruh riwayat transaksi keuangan (follow the
money) dapat diketahui. Dari sinilah sebuah bukti akan terkumpul. Tidak berhenti
disitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berupaya setidaknya untuk
memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang
bukti permulaan yang harus dipenuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
untuk menangkap Kepala Daerah (pelaku tindak pidana korupsi) dan sekaligus

menetapkan sebagai tersangka. Penetapan seseorang menjadi seorang tersangka

> Anis Wijayanti and Azhar Kasim, “Collaborative Governance Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
(Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah Studi Literatur,” Integritas : Jurnal Antikorupsi 7, no. 2 (December 21,
2021): 291-310.

87



Haruslah sekurang-kurangnya dengan minimal dua alat bukti yang terdapat di dalam
Pasal 184 KUHAP, diantara alat bukti tersebut adalah keterangan ahli, keterangan
saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa itu sendiri. Ketika Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memiliki kinimal dua alat bukti sesuai dengan
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUU-XII/2014 dan Pasal 184 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) berhak untuk melakukan penangkapan terhadap kepala daerah

sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Ada beberapa catatan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan
(OTT) terhadap pelaku kuat terduga korupsi, terlebih khusus pada kepala daerah
yang melakukan korupsi. Pertama, ada perbedaan prinsip pembuktian yang ada
dalam perkara pidana maupun perdata. Dalam perkara perdata, pihak-pihak yang
terlibat dalam perkara perdata cenderung mengarah kepada pengadaan bukti dengan
maksud jika di kemudian hari terdapat suatu sengketa, pihak yang bersengketa tadi
akan adu bukti di pengadilan guna memperkuat argumentasinya. Hal ini berbeda
dengan perkara pidana. Dalam perkara pidana, pelaku akan selalu berusaha untuk
menghilangkan bukti untuk menghapus jejak atas suatu tindak pidana kejahatan
untuk menghilangkan jejak. Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK ini
sangat efektif untuk membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi
karena diawali penyadapan sebelum melakukan penangkapan secara langsung.
Kedua, dalam pembuktian ada postulat yang sebagai berikut incriminalibus
probationes bedentes seluce clariores yang memiliki makna bahwa dalam perkara-
perkara pidana, bukti-bukti yang didapatkan haruslah lebih terang dari pada cahaya.

Artinya untuk membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana maka harus
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dapat dibuktikan dengan jelas, terang, akurat, dan tidak boleh atas dasar prasangka

saja.

Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana
tanpa adanya keraguan. Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah cara paling ampuh
menemukan bukti-bukti dengan jelas dan terang karena akan menggeledah rumah
terduga pelaku korupsi tanpa sepengetahuan pelaku. Ketiga, dalam konteks
kejahatan tindak pidana korupsi, Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK
pasti didahului dengan sebuah penyadapan yang telah dilakukan oleh penyidik KPK
dalam jangka waktu tertentu sesuai aturan. Hasil penyadapan ini merupakan bukti
permulaan terjadinya suatu tindak pidana jika bukti yang didapat terdapat kesesuaian
(corroborating evidence). Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi ini merupakan sebuah langkah untuk mengkonkretkan
tindakan penyadapan yang telah dilakukan oleh KPK sebelumnya, sehingga dapat
menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya, perkara yang telah dilakukan tersebut
sudah siap diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti yang sah
secara hukum. Keempat, Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam suatu pembuktian,
dapat dikatakan sebagai pembuktian yang sempurna (probation plena). Artinya,
bukti yang didapat tadi tidak lagi menimbulkan suatu keraguan-raguan mengenai
keterlibatan si pelaku dalam suatu kejahatan tindak pidana korupsi. Kendati
demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak terhadap alat
bukti. Melainkan, Operasi Tangkap Tangan paling tidak dapat menghilangkan

keraguan pada diri hakim.

Tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah, bahwa seseorang yang

ditangkap dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan terbukti secara
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bersalah karena telah melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, setidaknya ada
dua hal yang bisa dilakukan oleh orang yang terkena Operasi Tangkap Tangan.
Pertama, mengakui kesalahannya yang telah dilakukan bahwa dia telah melakukan
korupsi dan tidak memperumit proses hukum yang sedang dihadapinya. Kedua,
berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus kejahatan
tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut jika kasus itu dilakukan secara

terorganisasi serta melibatkan banyak pihak di dalamnya.

Berdasarkan analisis secara mendalam yang telah dipaparkan di atas. Baik
terkait dengan aspek teoritits, a filosofis, maupun data-data yang kredibel serta
akuntabel. Maka Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komsi
Pemberantasan Korupsi tidak keluar dari substansi Pasal 1 Angka 19 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ada unsur yang memenuhi dalam Pasal
1 Angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga
tindakan yang dilakukan oleh KPK tidak keluar dari tugas dan wewenangnya serta
ada landasan hukumnya. Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

diperbolehkan untuk melakukan OTT guna memberantas tindak pidana korupsi.

. Analisis AL-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Kepala Daerah.

Dalam kasus wilayah al-mazalim, peradilan dapat bertindak tanpa harus
menunggu adanya suatu gugatan dari yang dirugikan. Artinya, apabila mengetahui

adanya kasus wilayah al-mazalim, qadi (hakim) peradilan al-mazalim harus secara
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langsung menyelesaikan kasus tersebut. Dengan demikian, peradilan wilayah al-

mazalim memiliki kekuasaan untuk hal sebagai berikut:™

1. Memeriksa dengan teliti sikap dan tingkah laku para pejabat beserta
keluarganya, mencegah terjadinya pelanggaran yang mungkin mereka lakukan,
dan mencegah kecenderungan mereka untuk bertindak jujur,

2. Memeriksa kecurangan para pegawai yang bertanggung jawab atas pungutan
dana umum negara,

3. Memeriksa pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan negara,

4. Memeriksa secara cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf dan
kepentingan umum lainnya, dan

5. Mengembalikan hak rakyat yang diambil aparat negara.

Sedangkan dalam setiap peraturan hukum Islam, al-syariah mentransmisikan
sebuah kemaslahatan guna melahirkan kebaikan atau kemanfaatan serta
menghindarkan dari kerusakan/keburukan dalam kehidupan umat manusia. Sehingga
dengan melahirkan kebaikan serta menghindarkan dari keburukan tersebut maka
akan memunculkan sebuah kesejahteraan di muka bumi bagi umat manusia. Sebab,
kemaslahatan itu sesungguhnya memelihara dengan memperhatikan tujuan-tujuan
syariat yang berupa kebaikan/kemanfaatan yang tetap berlandaskan pada syarah, dan
bukan berlandaskan pada hawa nafsu manusia. Ketika Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala
Daerah akan memberikan dampak baik terhadap keuangan negara, sehingga
penyelenggaraan urusan negara menjadi tidak terhambat lagi. Dengan demikia akan

mencegah terjadinya keburukan dan mendatangkan kebaikan.

% Alaiddin Kotto, et al., Sejarah Peradilan Islam , Ed.1-2. ( Jakarta: Rajawali Press, 2012), 132
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Syariah merupakan sebuah cara untuk menciptakan keadilan yang seluruhnya
merupakan rahmad yang diberikan oleh Allah Swt kepada umat manusia, dan
mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka ketika ada maslahah yang keluar dari
garis keadilan yang mengarah kepada keaniayaan dari rahmad yang diberikan Allah
swt kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan  dan dari
kebijaksanaan kepada kesia-siaan, maka semuanya itu tidaklah masuk kedalam
kategori syari'at meskipun dimasukkan kedalamnya segala macam dalil.’®
Mempertimbangkan adanya kemanfaatan secara umum bagi umat manusia secara
utuh dan tetap terikat kepada syariah islam, maka syariah itu sendiri dipergunakan

sebagai pedoman serta untuk member kemanfaatan kepada masyarakat secara umum

serta mencegah dari kemadzaratan (kerusakan).

Dalam tinjauan maslahah al-mursalah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) memiliki peranan yang penting
untuk mewujudkan kebaikan dan berjalannya penyelenggaraan program negara serta
menghindarkan dari keburukan/kerusakan. Oleh karena itu penulis menggunakan
pendekatan ini untuk meninjau permasalahan tentang peran Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Daerah

adalah menggunakan tinjauan maslahah al-mursalah.
Jika dilihat dari segi keberadaannya, maslhah dibagi kedalam tiga hal. Diantaranya:*’

1. Al-Maslahah Al-Mu'tabarah, merupakan kemaslahatan yang didukung oleh
syarah ada dalil secara eksplisit yang menyertainya. Maksudnya, adanya

suatu dalil yang khusus yang mendasari al-maslahah al-mu'tabarah, tersebut.

** Muhamad Ma’shum Zain al-Hasyimiy, Ilmu Ushul Figh, Cet. 1, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 118
%" Mukhsin Jamil, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24
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Sebagai contoh prakiknya adalah larangan untuk menumpahkan darah sesama

manusia. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam bukhari berikut:
(b 280 5 4% HAK Al el a0 sal 5 aKelan aS0le 258 Wl (8
13a 2Kah 3 ods o& e

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama
kalian darah kalian (untuk ditumpakan) dan harta kalian (untuk
dirampas) dan kehormatan (untuk dirusak). Sebagaimana haramnya
hari ini, haramnya bulan ini dan haramnya negeri ini”. (HR. Bukhari

Nomor. 1742).%*

Dari hadis di atas terdapat sebuah larangan untuk tidak melakukan
penumpahan darah apalagi terhadap sesama muslim. Allah memerintahkan
untuk penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan dan musyawarah guna
mencari jalan keluar. Selain itu Allah melarang untuk merampas harta yang
dimiliki oleh seseorang dan allah melarang untuk merusak kehormatan
seseorang. Tidakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan
penagkapan pelaku korupsi bukan termasuk kedalam unsur merusak
kehormatan tetapi condong kepada penegakan hukum. Tindakan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penangkapan ini tidak asal merta
semena-mena tetapi sudah diawali dengan proses pengintaian jauh-jauh hari

dengan ketentuan yang telah ada.

2. Al-Maslahah Al-Mulghah, merupakan kemaslahatan yang ditolak oleh syarah,

dikarenakan bertentangan dengan syarah. Sebagai contoh al-maslahah al-

% Muhammad Alim, Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 45
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mulghah adalah ketika ada seseorang atau sekelompok orang meminum
minuman keras, bagi pelakunya memiliki anggapan bahwa jika mereka
meminum minuman keras/khamr mereka mendapatkan kemaslahatan berupa
rasa nikmat yang luar biasa. Tetapi syariat islam melarang tegas maslahat
yang seperti ini.

3. Al-Maslahah  Al-Mursalah, adalah  kemaslahatan/kemanfaatan  yang
keberadaannya tidak didukung oleh syara' serta tidak dibatalkan atau ditolak
oleh syara' melalui sebuah dalil yang jelas dan rinci. Tetapi al-maslahah al-
mursalah didukung oleh makna nash (al-quran dan al-hadis). Karena tidak
ada landasan hukum nash yang memberikan perintah maupun melarang dari
perwujudan kemaslahatan ini. Pembentukan hukum berdasarkan a/-maslahah
al-mursalah  dimaksudkan untuk mencari kemanfaatannya bagi umat
manusia. Artinya, dalam proses pencarian suatu hukum bagi permasalahan
baru yang menguntungkan umat manusia serta terhindar dari kemudharatan
umat manusia yang bersifat luas. Maka dibutuhkan upaya penemuan hukum
yang belum ada dalam syari (al-quran dan al-hadits) yakni dengan metode a/-

maslahah al-mursalah.

Karena tidak ada nas yang memerintahkan atau melarang tentang perwujudan
dari kemaslahatan yang terkandung dalam al-maslahah al-mursalah maka para ulama
memiliki perbedaan pandangan mengenai pembolehan penggunaannya al-maslahah
al-mursalah sebagai dalil syarah. Sebagian dari mereka ada yang menerima dan
sebagian juga ada yang menolaknya. Tetapi jumhur ulama menerimanya sebagai

dalail syarah dikarenakan berbagai macam alasan. Diantaranya :
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1. Kemaslahatan manusia pasti akan berkembang dan bertambah seiring
perkembangan zaman yang tidak bisa terbendung lagi bagi kebutuhan umat
manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslatan yang terus berkembang itu
tidak diperhatikan, sedangkan yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan
yang terdapat dalam nash saja, maka akan banyak sekali kemaslahatan umat
manusia yang ada di muka bumi pada daerah dan masa yang berbeda akan
mengalami kekosongan hukum. Padahal syariat adalah sebagai dasar dalam
menjalankan kehidupan sehari-hari. Sehingga dari sini perlu adanya
penetapan hukum yakni al-maslahah al-mursalah.

2. Setelah sepeninggal Rasulullah saw, yakni pada zama sahabat serta generasi
setelahnya (tabiin, imam-imam mujtahidin) telah mengeluarkan peraturan-
peraturan, putusan-putusan, hukum-hukum, yang berkaitan dengan

perwujudan kemaslahatan bersama.

Alasan jumhur ulama diatas sesuai dengan pendapat dari Imam Malik bin
Anas, yang mana Imam Malik bin Anas dikenal sebagai tokoh pelopor al-maslahah
al-mursalah. Menurut beliau maslahah al-mursalah dapat dijadikan sebagai dadil
syarah dalam mengambil suatu kebijakan serta istinbath hukum. Pada zaman khulafa
al-rasyidin yang melakukan kodifikasi al-quran dengan alasan banyak penghafal al-
qur'an yang meninggal dalam medan perang, pada masa sahabat umar bin khattab
mendirikan klinik dan rumah sakit guna memberikan pengobatan dan pelayanan
kesehatan bagi masyarakatnya, pada masa khalifah umahr bin khattab
memerintahkan kepada para pejabatnya untuk memisahkan harta pribadi dari
kekayaan yang diperoleh dengan kekayaan karena jabatannya, umar bin abdul aziz,
melakukan kodifikasi hadits Nabi Muhammad saw. Perwujudan dari kemaslahatan

merupakan tujuan dari syariah, mengambil kemaslahatan berarti merealisasikan

95



tujuan dari syariat.”” Sedangkan mengesampingkan kemaslahatan berarti

mengesampingkan tujuan dari syariat.

Dalam definisinya al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang
berhubungan dengan mendatangkan kebaikan kepada umat manusia dan mencegah
pada keburukan atau kerusakan. Daridefinisi tersebut terdapat kesesuaian dengan
peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Operasi Tangkap
Tangan (OTT) terdapat poin yang penting yang dapat dianalisis berkesuaian dengan
konsep al-maslahah al-mursalah karena demi menciptakan kebaikan umat manusia.
Tujuan dilakukan OTT oleh Komisi pemberantasan korupsi ini adalah mencegah
terjadinya kejahatan yang dapat merugikan negara. Karena ketika kejahatan korupsi
itu dibiarkan maka penyelenggaraan negara akan terhambat. Hal ini sesuai dengan

konsep al-maslahah al-mursalah yakni untuk mendatangkan kebaikan bagi publik.

Seperti peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan
Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Daerah. Pada Undang-undang No.
19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi ini memiliki dampak yang baik bagi kemaslahatan
publik atau kemaslahatan umat. Khususnya terhadap keuangan negara yang apabila
pelakunya ditetapkan sebagai tepidana kasus korupsi, maka akan ada kewajiban
untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi oleh pelakunya. Jika
dikaitkan dengan al-maslahah al-mursalah, secara substansial tindakan yang
dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menurut pandangan penulis sesuai
dengan teori yang sudah ada diperbolehkan melakukan Operasi Tangkap Tangan

(OTT) karena telah memenuhi unsur Pasal 1 Angka 19 KUHAP. Sehingga ketika

>° Nailul Rahmi, Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Quran dan Hadis, Jurnal Ulunnuha, volume 7, no 2
(Desember 2018), 56
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tindakan OTT itu dilakukan, maka akan sejalan dengan tujuan dari magasyid al-

syariah hifz al-mal (menjaga harta).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan wewenang
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penangkapan pelaku
korupsi adalah untuk menjaga keuangan negara agar tidak dipersalah gunakan,
diselewengkan, dan dimanfaatkan oleh segelintir orang. Sehingga Tindakan korupsi
yang dilakukan oleh Kepala Daerah merupakan penyelewengan terhadap hifdz al-mal
(perlindungan terhadap harta). Dalam penjelasan di atas, korupsi merupakan
kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang dampaknya bukan hanya pada
individu, akan tetap akan berdampak besar bagi negara jika tidak bisa diberantas dan
ditanggulangi. Bahkan ketika ketika kejahatan korupsi tidak dicegah maupun di
berantas maka bisa saja negara itu akan bangkrut, pembangunan tidak bisa berjalan,
kemisikinan merajalela, dan masyarakat tidak akan bisa sejahtera dalam menjalankan
kehidupannya. Jadi peranan KPK dalam melakukan pengangkapan terhadap pelaku

korupsi ini memiliki nilai kemaslahatan yang sangat besar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk terciptanya kemaslahatan publik,
kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Komisi Pemberantasan Korupasi (KPK)
melakukan penangkapan dengan diawali metode operasi rahasia (silent operation)
untuk tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) bagi pelaku korupsi. Dari tindakan
yang dilakukan oleh KPK ini jika ditinjau dari al-maslahah al-mursalah dapat
diterima dengan alasan terciptanya rasa keadilan, terciptanya kemaslahatan publik,
menciptakan kemanfaatan hukum serta menghilangkan kemadharatan bagi

masyarakat secara luas. Dalam ushul figh terdapat kaidah :

cliadll s fa 5l sulaall ¢ 5

97



Artinya: “Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada

mengambil sebuah kemaslahatan™.

Dari kaidah di atas dijelaskan menghilangkan keburukan itu lebih diutamakan
daripada megajak kepada kebaikan. Seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini ditujukan supaya bisa
mencegah praktek korupsi khususnya bagi pejabat yang sejauh ini belum maksimal
upaya pencegahan maupun pemberantasan yang dilakukan oleh KPK. Dengan
pencegahan dan pemberantasan korupsi maka akan menghilangkan kemadharatan

atau keburukan bagi umat.

Adapun al-maslahah al-mursalah sebagai legislasi hukum islam, Imam Malik
memberikan tiga syarat dalam penggunaan a/-maslahah al-mursalah sebagai landasan
hukum islam untuk membawa umat manusia kepada kemaslahatan, khususnya kaum

muslimin pada jalan yang diridhai Allah swt, diantaranya:

1. Adanya kesesuaian antara kemaslahatan yang dipandang sebagai landasan
dalil yang berdiri sendiri sesuai dengan tujuan dari syariat (magasid al-
syariah)

2. Maslahah itu haruslah masuk akal (rasionable), harus mempunyai sifat-
sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional demi terciptanya kebaikan
bagi umat manusia

3. Penggunaan dalil a/-maslahah al-mursalah ini dimaksudkan dalam rangka
menghilangkan kesulitan (rafu haraj lazi), mencegah keburukan dan
mendatangkan kebaikan. Dengan maksud, seandainya maslahah yang
diterima oleh akal itu tidaklah diambil, maka manusia akan mengalami

sebuah mesulitan.
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Dengan adanya syarat-syarat yang membolehkan memakai a/-maslahah al-
mursalah, dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai
wewenang untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah dengan
beberapa alasan, yakni menciptakan rasa keadilan, terciptanya
kemaslahatan/kebaikan  publik, = menciptakan  kemanfaatan hukum  serta
menghilangkan kemadharatan bagi masyarakat secara luas. Dan tindakan KPK ini

sesuai dengan konsep al-maslahah al-mursalah.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Berdasarkan pada uraian analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut. Pertama, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki aturan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Undang-Undang KPK.
Namun, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sesuai dengan substansi Pasal 1 Angka 19
KUHAP dan telah memenuhi Unsur Pasal 1 Angka 19 KUHAP. Dengan
demikian KPK dalam melakukan OTT terdapat landasan hukum yang telah
mengatur dan tidak illegal. Kedua, tindakan penyadapan dalam serangkaian
Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK dalam memberantas pelaku
tindak pidana korupsi diperbolehlan demi untuk proses penyelidikan dan
penyidikan guna memperoleh bukti yang kuat. KPK dalam hal diberikan
kekuasaan untuk melakukan penyadapan. Hal itu sesuai dengan Pasal 12
Angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 dan penyadapan bukanlah hak
yang tidak dapat dikurangi (nonderogalbe right) melainkan hak yang dapat
dikurangi (derogable right) demi proses hukum dengan ketentuan yang telah
ada.

Perwujudan kemaslahatan itu sesuai dengan tujuan syariat (magasid syar’iyah).
Mengambil maslahah berarti sama dengan merealisasikan tujuan dari syariat,
sedangkan mengesampingkan kemaslahatan berarti mengesampingkan tujuan

dari syariat. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam
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melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Daerah, dalam perspektif
al-maslahah al-mursalah sangat relefan dengan tujuan syariat (magasid
syar’iyah) Sehingga dengan dilakukannya OTT oleh KPK, maka akan

berdampak kebaikan atau kemaslahatan bagi masyarakat.

B. Saran

1.

Hendaknya pembuatan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) memberikan rumusan tentang pengertian Operasi Tangkap Tangan
(OTT) yang menjadi kewenangannya agar KPK dalam upaya pemberantasan
korupai mempunyai dasar legitimasi mengingat korupsi merupakan tindak
pidana khusus.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya menerbitkan petunjuk
teknis tentang prosedur para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dalam menjalakan tugasnya, termasuk petunjuk tentang pelaksanaan Operasi

Tangkap Tangan (OTT).
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